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PEDOMAN TRANSLITERASI

A. Umum

Transliterasi ialah pemindahalihan tulisan Arab ke dalam tulisan
Indonesia (Latin), bukan terjemahan bahasa Arab ke dalam bahasa Indonesia.
Termasuk dalam kategori ini ialah nama Arab, sedangkan nama Arab dari bangsa
selain Arab ditulis sebagaimana ejaan bahasa nasionalnya, atau sebagaimana
yang tertulis dalam buku yang menjadi rujukan. Penulisan judul buku dalam
footnote maupun daftar pustaka, tetap menggunakan ketentuan transliterasi ini.

Transliterasi yang digunakan Pascasarjana UIN Maulana Malik Ibrahim
Malang, yaitu merujuk pada transliteration of Arabic words and names used by
the Institute of Islamic Studies, McGill University.

B. Konsonan

\ = Tidak dilambangkan U = DI
- = B L = Th
& & T L = Dh
& Ts a = ‘(koma menghadap ke atas)
z =1 ¢ = Gh
¢ = H < = F
& = Kh &  =Q
K = D il = K
3 = Dz J = L

13
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> =R e = M
J = Z 0 = N
o = S s = W
8= = Sy P = H
o= = Sh S =Y

Hamzah (¢) yang sering dilambangkan dengan alif, apabila terletak
diawalkata maka dalam transliterasinya mengikuti vokalnya, tidak dilambangkan,
namunapabila terletak di tengah atau di akhir kata maka dilambangkan dengan
tanda komadiatas (), berbalik dengan koma (°), untuk pengganti lambang “g”.
Vokal, panjang dan diftong

Setiap penulisan bahasa Arab dalam bentuk tulisan latin vokal fathah

ditulisdengan “a”, kasrah dengan “i”, dlommah dengan “u”, sedangkan bacaan

panjangmasing-masing ditulis dengan cara sebagai berikut:

Vokal (a) panjang = a misalnya Ja menjadi gala
Vokal (i) panjang = ] misalnya Ja menjadi gila
Vokal (u) panjang = a misalnya 0 menjadi dina

Khusus untuk bacaan ya’ nisbat, maka tidak boleh digantikan dengan
“1”, melainkan tetap ditulis dengan “iy” agar dapat menggambarkan ya’ nisbat

diakhirnya. Begitu juga untuk suara diftong, wawu dan ya’ setelah fathah ditulis

dengan “aw” dan “ay”. Perhatikan contoh berikut:

Diftong (aw) 5 misalnya J#  menjadi gawlun

Diftong (ay) ¢ misalnya o menjadi khayrun

14
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D. Ta’marbiithah (3)

Ta’'marbuthah ditransliterasikan dengan “t” jika berada ditengah-tengah
kalimat, tetapi apabila ta’'marbiithah tersebut berada diakhir kalimat, maka
ditaransliterasikan dengan menggunakan “h” misalnya: 4wl dls Yimenjadi
alrisalatli al-mudarrisah, atau apabila berada ditengah-tengah kalimat yang
terdiri dari susunan mudlaf dan mudlaf ilayh, maka ditransliterasikan dengan
menggunakan “t” yang disambungkan dengan kalimat berikutnya, misalnya:
&l 4ea ) menjadi firahmatillah.

E. Kata Sandang dan Lafadh al-Jalalah

Kata sandang berupa ““al” (J) ditulis dengan huruf kecil, kecuali terletak
di awal kalimat, sedangkan “al” dalam lafadh jaldlah yang berada di tengah-
tengah kalimat yang disandarkan (idhafah) maka dihilangkan. Perhatikan contoh-
contoh berikut ini:

1. Al-Imém al-Bukhariy mengatakan...
2. Al-Bukhariy dalam mugaddimah kitabnya menjelaskan...
3. Ma sya’ Allah kana wa ma lam yasya lam yakun.
4. Billah ‘azza wa jalla.
F. Nama dan Kata Arab Terindonesiakan

Pada prinsipnya setiap kata yang berasal dari bahasa Arab harus ditulis
dengan menggunakan sistem transilirasi. Apabila katatersebut merupakan nama
Arab dari orang Indonesia atau bahasa arab yang sudah terindonesiakan, tidak

perlu ditulis dengan menggunakan sistem transliterasi. Perhatikan contoh berikut:

15



“...Abdurrahman Wahid, mantan Presiden RI keempat, dan Amin Rais,
mantan Ketua MPR pada masa yang sama,telah melakukan kesepakatan untuk
menghapuskan nepotisme, kolusi, dan korupsi dari muka bumi Indonesia, dengan
salah satu caranya melalui pengintensifan salat di berbagai kantor pemerintahan,
namun...”

Perhatikan penulisan nama “Abdurrahman Wahid”, “Amin Rais” dan
kata “salat” ditulis dengan menggunakan tata cara penulisan bahasa Indonesia
yang disesuaikan dengan penulisan namanya. Kata-kata tersebut sekalipun
berasal dari bahasa Arab, namun a berupa nama dari orang Indonesia dan
terindonesiakan, untuk itu tidak ditulis dengan cara “’Abd al-Rahman Wahid”,

“Amin Rais”, dan bukan ditulis dengan “shalat”.

16
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“Berikanlah maskawin (mahar) kepada wanita (yang kamu nikahi)
sebagai pemberian dengan penuh kerelaan. Kemudian jika mereka
menyerahkan kepada kamu sebagian dari maskawin itu dengan senang
hati, Maka makanlah (ambillah) pemberian itu (sebagai makanan) yang
sedap lagi baik akibatnya.”

(QS. An-Nisaa’: 4)
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ABSTRAK

Maimun, Akhmad, 2018. “Makna Kesederhanaan Mahar Shadug, Nihlah dan
Qinthar Dalam Al-Quran Perspektif Hermeneutika Otoritatif Khaled M.
Abou EI Fadl”. Tesis, Program al-Ahwal al-Syahshiyah, Pascasarjana
Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, Pembimbing: (1)
Dr. M. Fauzan Zenrif, M.Ag, (2) Ali Hamdan, M.A., Ph.D.

Kata Kunci: ‘Kesederhanaan Mahar, Hermeneutika Otoritatif

Kesederhanaan merupakan prinsip dalam menentukan dan menetapkan mahar.
Terkait kesederhanaan mahar, al-Quran sebagai sumber utama hukum Islam tidak
menjelaskan secara rinci terkait kesederhanaan mahar. Dalam al-Quran, mahar
disebutkan dengan variasi istilah yang berbeda. Dalam surah Annisa’:4 mahar
disebutkan al-Quran sebagai shodug nihlah, tetapi dalam surah Annisa’: 20 al-Qur’an
menyebutkan kata ginthar yang juga menunjukkan arti mahar. Perbedaan istilah
mahar yang digunakan al-Quran tersebut menjadi suatu bahan analisis untuk
memperoleh makna kesederhanaan mahar yang dimaksudkan al-Quran. Penelitian
tentang kesederhanaan mahar ini dilakukan disebabkan persoalan krusial yang terjadi
dalam adat/tradisi pernikahan di Indonesia; sebagian masyarakat adat di Indonesia
memberikan mahar di bawah standar kepantasan umum, sebagian masyarakat yang
lain mempraktekkan mahar dengan biaya fantastis. Penelitian yang memfokuskan
pembahasan pada teks ini menggunakan Hermeneutika Otoritatif Khaled M. Abou ElI
Fadl sebagai pisau analisis dengan pendekatan sejarah sebagai langkah untuk
menggali makna teks.

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana makna kesederhanaan
mahar dalam al-Quran, bagaimana makna kesederhanaan mahar shodug, nihlah dan
ginthar dalam al-Quran perspektif Hermeneutika Otoritatif Khaled M. Abou EI Fadl.

Penelitian ini termasuk penelitian pustaka dengan menggunakan hermeneutika
otoritatif sebagai pisau analisis. Adapun sumber data diperoleh dari kitab-kitab tafsir
sebagai sumber data primer. Sedangkan data sekunder diperoleh dari kitab-kitab
hadis, fikih dan buku-buku lainnya yang memiliki keterkaitan dengan pembahasan
tentang asas kesederhanaan mahar. Untuk analisis data digunakan model deskriptif
analisis kemudian dikuatkan dengan content analysis.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) Makna kesederhanaan mahar dalam
QS. Annisa’ 4 dan 20 dilihat dari dua aspek: pertama, pentingnya syariat pernikahan,
kedua, nilai kemanfaatan mahar bagi perempuan. (2) Makna kesederhanan mahar
perspektif hermeneutika otoritatif Khaled M. Abou EIl Fadl dilihat dari empat aspek:
pentingnya syariat pernikahan, nilai kemanfaatan manar bagi perempuan, tradisi/adat
perkawinan, kebutuhan terhadap ekonomi yang semakin meningkat.
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ABSTRACT

Maimun, Akhmad, 2018. The Principle of Simplicity Dowry Shadug, Nihlah and
Qinthar In The Quran Perspective Khaled M. Abou EI Fadl’s Hermeneutic.
Thesis, al-Ahwal al-Syahshiyah Department,Graduate Program of Islamic
State University Maulana Malik Ibrahim, Malang, Supervisor: (1) Dr. M.
Fauzan Zenrif, M.Ag, (2) Ali Hamdan, M.A_, Ph.D

Keyword: Simplicity of Dowry, Hermeneutics Authoritative

Simplicity is the principle of determining and setting a dowry. Related to the dowry's
simplicity, the Qur'an as the main source of Islamic law does not explain in detail the
terms of its intended dowry simplicity. In the Qur'an, dowries are mentioned with
different term variations. In Surah Annisa ": 4 dowries are mentioned al-Qur'an as
shodug and nihlah, but in surah Annisa’: 20 al-Qur'an mentions the word ginthar
which denotes the meaning of dowry. The difference of dowry terms used by the
Qur'an becomes an analysis material to obtain the meaning of the simplicity of dowry
intended in the Qur'an. Research on the simplicity of this dowry is done due to crucial
issues that occur in the customs / traditions of marriage in Indonesia; some
indigenous peoples in Indonesia give dowries under general standard of merit, others
practice dowries at fantastic cost. The study focuses on this text using the
Authoritative Hermeneutics of Khaled M. Abou El Fadl as an analytical blade with a
historical approach as a means of exploring the meaning of the text.

The formulation of the problem in this research is How the principle of
simplicity dowry in al-Quran according to the commentator. How the principle of
simplicity dowry in al-Quran perspective Authoritative Hermeneutics Khaled M.
Abou EIl Fadl.

This research includes literature research using authoritative hermeneutics as a
knife analysis. The source data obtained from the books of interpretation as the
primary data source. While secondary data obtained from the books of hadith,
jurisprudence and other books that have relevance to the discussion of the principle of
the simplicity of dowry. To analyze the data used descriptive analysis model and then
reinforced with content analysis.

The results showed that: (1) The meaning of simplicity of dowry in the Koran
was seen from two aspects: first, the importance of marriage law, second, the value of
the benefits of dowry for women. (2) The meaning of mahar simplicity in the
perspective of authoritative hermeneutics viewed from four aspects: the importance of
marriage law, the value of dowry benefits for women, the traditions / customs of
marriage, the need for an increasing economy.
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PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Penjelasan mengenai mahar dalam al-Quran masih bersifat umum,
mencakup seputar hukum dan varian nama mahar yang memiliki makna yang
sama Yyaitu suatu pemberian wajib kepada istri yang dilakukan sebagai
konsekuensi adanya akad pernikahan. Sementara mengenai bentuk dan kadar
mahar tidak ditemukan dalil tafshili dalam al-Quran yang secara spesifik
mengatur dan menetapkan hal tersebut. Dampak dari tidakadanya nash yang
menetapkan bentuk dan kadar mahar terhadap praktik pemberian mahar yang
dilakukan oleh masyarakat Indonesia. Mereka cenderung mengikuti tradisi
pernikahan yang berlaku di daerah masing-masing yang notabene tidak memiliki
kepastian hukum.!

Al-Quran menganjurkan pemberian mahar dilakukan dengan cara ma ruf.
Sebagaimana dijelaskan dalam surah Annisa’ 25, yang berbunyi:
Slapth 285 3 (S ES U b bt oatall a O Wb S aling € 23
o pliad Oyidy Sl A Galsl 03y GAASIG a1 (s Sy #let A

-
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'Sandias Utami, Thesis Rekonseptualisasi Kadar Mahar Berbasis Kesederhanaan dan
Kemudahan; Studi Pasal 31 Inpres No 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam. (Malang, UIN
Maulana Malik Ibrahhim, 2016), him 26.
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“Dan barangsiapa di antara kamu (orang merdeka) yang tidak cukup
perbelanjaannya untuk mengawini wanita merdeka lagi beriman, ia boleh
mengawini wanita yang beriman, dari budak-budak yang kamu miliki. Allah
mengetahui keimananmu; sebahagian kamu adalah dari sebahagian yang lain,
karena itu kawinilah mereka dengan seizin tuan mereka dan berilah maskawin
mereka menurut yang patut, sedang mereka pun wanita-wanita yang memelihara
diri, bukan pezina dan bukan (pula) wanita yangmengambil laki-laki lain
sebagai piaraannya; dan apabila mereka telah menjaga diri dengan kawin,
kemudian mereka mengerjakan perbuatanyang keji (zina), maka atas mereka
separuh hukuman dari hukuman bagi wanita-wanita merdeka yang bersuami.
(Kebolehan mengawini budak) itu, adalah bagi orang-orang yang takut kepada
kesulitan menjaga diri (dari perbuatan zina) di antaramu, dan kesabaran itu
lebih baik bagimu. Dan Allah Mahapengampun lagi Mahapenyayang.” (QOS.
Annisaa’: 25)

Ditinjau dari aspek historisnya, ayat di atas memiliki hubungan makna
(munasabat al-ma’na) dengan ayat sebelumnya, yaitu QS. Annisa 24. Konteks
yang melatarbelakangi turunnya ayat tersebut berkaitan dengan tradisi pemberian
mahar yang berlaku di kalangan masyarakat bangsa Hadhrami. Kondisi sosial
masyarakat pada waktu itu sebagian besar dipengaruhi oleh masyarakat bangsa
Hadhrami yang tingkat kehidupan ekonominya di atas rata-rata dengan
meninggikan nilai mahar pernikahan. Hal tersebut memicu terjadinya
kesenjangan sosial yang dirasakan oleh bangsa Hadhrami kelas ekonomi
menengah ke bawah. Banyak di antara mereka yang tidak bisa melangsungkan
pernikahan karena merasa tidak sanggup untuk memenuhi tuntutan mahar yang
terbilang fantastis. Maka kemudian diturunkanlah QS: Annisa’ 25 di atas sebagai

jawaban atas polemik krusial mahar yang terjadi pada masyarakat bangsa

Hadhrami.?

’A.A. DAHLAH dan M. Zaka Alfarisi, Asbabun Nuzul Latar Belakang Historis Turunnya Ayat-
ayat Al Quraan (Bandung: CV Penerbit Diponegoro, 2000), him 135.
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Adapun hubungan makna QS: Annisa’ 24 dengan Annisa’25 yaitu dalam
ayat 24 dijelaskan bahwa laki-laki yang hendak menikahi perempuan merdeka
diwajibkan memberikan mahar, yang dalam ayat tesebut dinamakan faridhah
yaitu suatu kewajiban atau pemberian wajib. Karena itu dalam akad pernikahan
hukum memberikan mahar adalah wajib bagi calon suami. Tetapi bila calon
istrinya merelakan pemberian wajib tersebut (sebagian maupun seluruhnya)
untuk diambil kembali oleh suaminya maka hukumnya boleh. Sedangkan ayat 25
menjelaskan tentang laki-laki yang tidak mampu membayar mahar (faridhah)
kepada perempuan merdeka diperbolehkan menikahi hamba sahaya (budak)
dengan tetap memberikan maharnya secara ma’ruf.

Mengenai makna mahar yang diberikan dengan cara ma’ruf imam al-

Thabari dalam tafsirnya mengatakan:
31 g a5l O &K asly KA 9T G g 2

yaitu, segala sesuatu yang disenangi dan halal menurut syariat serta
diperbolehkan untuk dijadikan mahar. Sehingga, berdasarkan penjelasan imam
al-Thabari tersebut, maksud mahar diberikan dengan cara ma’ruf adalah
sekalipun perempuan yang dinikahi seorang budak mahar tetap harus berupa
sesuatu yang disenangi oleh pihak istri dan diberikan dengan cara-cara yang tidak
mengurangi martabat seorang perempuan. Dengan demikian, di antara tujuan
syariat mewajibkan mahar adalah meninggikan martabat perempuan dengan

menghormati hak-haknya.

$Abu Ja’far Muhammad bin Jarir al-Thabari, Tafsir Atthabari Jami ul Bayan ‘An Ta wilil Quran,
(Mesir: Dar Ma’arif, ttp), VIII, him 192,
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Menurut Khoiruddin Nasution, kata ma’ruf dapat diartikan sepantasnya,
sewajarnya atau semampunya, atau sesuai dengan ketentuan adat yang berlaku.
Tetapi menurutnya, yang perlu digarisbahwahi adalah ketika konsep ma’ruf
diaplikasikan dalam bentuk nyata maka konsep tersebut harus dikaitkan dengan
status pernikahan itu sendiri. Dari satu sisi dalam pernikahan terdapat akad yang
memiliki derajat tinggi. Namun dari sisi lain, pernikahan merupakan salah satu
bentuk mu 'amalah manusia yang bernilai ibadah dan dapat dilakukan oleh setiap
orang. Jika dilihat dari dua sisi tersebut, maka mahar tidak dapat dispelekan dan
ditak boleh menjadi penghalang bagi seseorang untuk melakukan ibadah.*

Dalam kamus Lisan al-‘Arab karya ibn Mandzur dijelaskan bahwa kata
ma’ruf maknanya kebalikan dari sesuatu yang munkar (tidak disenangi). Dalam
menjalaskan maksud dari kata tersebut ibn Mandzur mengutip perkataan al-Zujaj
bahwa, kata ma ruf' bermakna sesuatu yang dianggap baik yang berupa kebiasaan
(ar’al). Dengan pengertian seperti yang disampaikan al-Zujaj ibnu Mandzur
kemudian mengatakan bahwa kata ‘urf, ‘arifah dan ma’rufmemiliki makna yang
sama sebagai lawan kata munkar (sesuatu yang tidak disenangi). Karena itu ia

kemudian mengambil suatu kesimpulan dengan berkata:

o & % < é/ o% Z o 20 stga L & AL
| el 4 LSy 2 (e ) 55 G 787 389

*Khoiruddin Nasution, Islam Membangun Masyarakat Bilateral dalam Implikasinya Terhadap
Hukum Keluarga Islam Indonesia, (Yogyakarta; Al Mawardi edisi XV1I, 2007), him 167.
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yakni suatu kebiasaan yang dianggap baik dan menjadi suatu kesepakatan
bersama dalam suatu kelompok masyarakat tertentu untuk diamalkan dalam
kehidupan mereka.’

Berdasarkan pemahaman terhadap ayat di atas, mahar yang baik adalah
mahar yang diberikan dengan mengikuti tradisi pernikahan yang dipraktikkan
suatu kelompok masyarakat di daerah tertentu, seperti yang terjadi di Indonesia.
Tetapi realitas praktek pemberian mahar yang dilakukan sekelompok masyarakat
Indonesia di daerah tertentu acap kali menjadi faktor munculnya problematika
sosial. Seperti yang dijelaskan oleh Abdul Kadir dalam penelitian Tesisnya
tentang Penerapan Batas Minimal Mahar Dalam Peraturan Perundang-
undangan; Studi Pandangan Pakar Hukum dan Praktisi KUA Kabupaten
Jember. Dalam penelitiannya, Abdul Kadir menemukan praktik pemberian mahar
dengan jumlah Rp. 50.000 — Rp. 100.000. Jumlah yang sangat minim sekali bila
diukur dengan standar kebutuhan dan perkembangan ekonomi masyarakat
dewasa ini.®

Problematika sosial terkait mahar tidak hanya terletak pada persoalan
minimnya nilai mahar seperti yang dikemukakan penelitian di atas. Di sebagian
wilayah Indonesia yang lain persoalan mahar muncul dengan karakternya yang
berbeda-beda. Hal ini disebabkan karena tradisi pernikahan dan hukum adat yang
berlaku di masing-masing daerah memiliki ciri khas tersendiri. Seperti tradisi

pernikahan adat suku Muna di Sulawesi Tenggara. Pemberian mahar dalam

*Muhammad bin Mukrim, Lisan al-Arab, (ttp: Dar Shadar, 2003), X, him 112.

®Abdul Kadir, Penerapan Batas Minimal Mahar Dalam Peraturan Perundang-undangan; Studi
Pandangan Pkar Hukum dan Praktisi KUA Kabupaten Jember. (Malang, UIN Maulana Malik
Ibrahhim), him 2011.
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tradisi pernikahan adat suku Muna ini dipengaruhi oleh faktor strata sosial
masyarakat yang terbagi menjadi empat golongan; Kaomu (bangsawan), Waka
(adat), Anangkolaki (pertanian), Maradika. Semakin tinggi status sosial mereka,
maka secara hukum adat jenis mahar yang ditentukan semakin tinggi pula
nilainya. Nilai mahar yang cukup tinggi kadang menjadi hambatan terlaksananya
pernikahan jika pihak laki-laki tidak sanggup memenuhinya.’

Berbeda halnya dengan persoalan mahar yang terjadi di daerah Aceh.
Meski memiliki persamaan dengan persoalan mahar yang terjadi di suku Muna
Sulawesi Tenggara yaitu tingginya nilai mahar, tetapi dampak sosial yang
diakibatkannya berbeda. Tingginya nilai mahar yang ditetapkan sebagian
masyarakat Serambi Mekah ini membuat sebagian calon suami merasa tidak
sanggup untuk memenuhi kewajiban membayar mahar sehingga mereka tidak
dapat melangsungkan pernikahan. Sebagai akibat dari keadaan tersebut mereka
berupaya untuk mencari jalan alternatif agar dapat melangsungkan pernikahan
dan terhindar dari beban biaya mahar yang sangat mahal, seperti kawin lari,
kawin sirri bahkan kawin kontrak yang dilarang oleh agama.®

Permasalahan mahar yang terjadi di Kabupaten Jember, Suku Muna
Sulawesi Tenggara dan di Aceh terkait dengan besar kecilnya mahar sangat
mungkin sekali juga terjadi di sebagian wilayah Indonesia lainnya. Hal ini
dikarenakan tidak adanya ketentuan hukum yang mengatur tentang besaran
mahar baik dalam hukum Islam (figih) maupun dalam hukum pernikahan di

Indonesia (Undang-undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam).

"Aris Nur Qadar Ar Razak, “Praktik Mahar Dalam Perkawinan Adat Muna; Studi di Kabupaten
Muna Sulawesi Tenggara,” Tesis. (Yogyakarta; UIN Sunan Kalijaga, 2015), 2.
8Utami, Rekonseptualisasi Kadar Mahar... 101
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Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 31 tentang mahar dijelaskan
bahwa mahar ditentukan berdasarkan atas kesederhanaan dan kemudahan yang
dianjurkan oleh ajaran Islam. Makna kesederhanaan dan kemudahan mahar
dalam KHI pasal 31 tersebut perlu disegarkan kembali mengingat kehidupan
manusia terus mengalami perubahan dan perkembangan. Jika kesederhanaan dan
kemudahan dipahami sebagai standar ukuran mahar seutas cincin besi seperti
yang dijelaskan dalam hadis Nabi Saw. tentu pemahaman tersebut sangat tidak
relevan dengan kebutuhan perempuan terhadap ekonomi yang semakin
meningkat. Di sisi lain agama mensyariatkan mahar dalam pernikahan bertujuan
untuk menghormati hak-hak ekonomi perempuan serta sebagai bukti kesiapan
seorang laki-laki. Tetapi mengingat zaman sudah berubah dan kebutuhan
perempuan terhadap ekonomi semakin meningkat, maka nilai seutas cincin dari
besi atau nominal uang Rp.50.000 — Rp.100.000 tidak pas jika dikatakan sebagai
simbol penghormatan terhadap hak ekonomi perempuan, atau bukti kesiapan
seorang laki-laki dalam membangun rumah tangga.

Al-Quran sebagai sumber hukum yang menginspirasi lahirnya KHI
memuat ajaran-ajaran Islam yang diyakini oleh pemeluknya sebagai sumber
kebenaran. Dalam syariat Islam tidak hanya menjelaskan persoalan ibadah
(hablun minallah) tetapi juga memberi inspirasi mengenai nilai-nilai luhur dalam
mu’amalah (hablun minannas). Pernikahan sebagai salah satu bentuk interaksi
sosial manusia (mu’amalah) dijelaskan di dalam al-Quran mengenai konsepnya
secara global. Begitu pula hal-hal yang terkait dengan pernikahan seperti mahar.

Karena itu untuk memperoleh makna kesederhanaan mahar yang relevan dengan
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perkembangan manusia, maka peneliti melakukan sebuah penelitian yang
menganalisis ayat-ayat al-Quran tentang kesederhanaan mahar dengan
menggunakan Hermeneutika Otoritatif Khaled M. Abou EI Fadl sebagai metode
dalam mengkaji teks al-Quran.

Berdasarkan pemaparan di atas, maka penelitian ini dilakukan untuk
mengkaji teks al-Quran tentang makna kesederhanaan mahar. Hal ini dilakukan
karena berangkat dari asumsi bahwa permasalahan yang terjadi dalam rumah
tangga sering kali dilatarbelakangi oleh persoalan ekonomi. Sementara itu, besar
kecilnya mahar sebagai hak ekonomi perempuan dinilai memberi pengaruh
terhadap keharmonisan rumah tangga. Dalam kajian teks al-Quran tentang
kesederhanaan mahar ini peneliti menilai Hermeneutika Otoritatif sebagai
metode penafsiran yang lebih fleksibel dalam memaknai teks dengan 5 pra syarat
yang harus dipenuhi: kejujuran (honesty), kesungguhan (diligence),
kemenyeluruhan (comprehensiveness), rasionalitas (reasonableness),

pengendalian diri (self restraint).
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B. Fokus Penelitian
Penelitian tentang kesederhanaan mahar dalam al-Quran ini
memfokuskan pembahasannya pada beberapa pokok persoalan, yaitu sebagai
berikut:
1. Bagaimana makna kesederhanaan mahar dalam QS. Annisa ayat 4 dan 20?
2. Bagaimana makna kesederhanaan mahar dalam QS. Annisa ayat 4 dan 20

perspektif Hermeneutika Otoritatif Khaled M. Abou El Fadl?

C. Tujuan Penelitian
Dari pokok persoalan yang dijadikan fokus pembahasan dalam penelitian
tentang mahar ini, maka penilitian ini dilakukan dengan tujuan:
1. Untuk menganalisis makna kesederhanaan mahar dalam QS. Annisa ayat 4
dan 20.
2. Untuk menganalisis makna kesederhanaan mahar dalam QS. Annisa ayat 4

dan 20 perspektif Hermeneutika Otoritatif Khaled M. Abou EI Fadl.

D. Manfaat Penelitian
1. Manfaat Teoretis
a. Secara teoretis, penelitian ini diharapkan mampu memberikan penjelasan
secara rinci tentang metode menganalisis dan mengkritisi makna suatu teks
al-Quran yang berimplikasi terhadap kehidupan teologi dan sosial
masyarakat. Sehingga kajian-kajian terhadap teks yang akan dilakukan oleh

peneliti lain tidak hanya berfokus pada makna dasar teks serta persoalan
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jalur transmisi suatu teks (sanad). Akan tetapi semua aspek yang
melatarbelakangi lahirnya suatu teks juga harus dievaluasi guna
menghasilkan suatu penafsiran yang lebih relevan dan kontekstual.

b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah khazanah intelektual
beberapa penelitian sebelumnya, khususnya di dibidang kajian teks al-
Quran dan juga sebagai perbendaharaan perpustakaan, serta dapat dijadikan
sebagai literatur dalam proses pengembangan kajian mahar.

2. Manfaat Praktis

a. Dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemahaman
tentang konsep mahar dalam al-Quran kepada Lembaga Peradilan Agama
Indonesia sehingga dapat mempertimbangkan kembali konsep mahar yang
terdapat dalam Kompilasi Hukum Islam khususnya yang berkenaan dengan
materi kesederhanaan mahar.

b. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran kepada
semua pihak, baik tokoh masyarakat, tokoh agama Islam terutama kepada
mereka yang berkeinginan untuk menikah bahwa, mahar memiliki peran
dan fungsi yang strategis dalam membangun kehidupan rumahtangga yang

ideal.

E. Orisinalitas Penelitian
Sebelum penelitian yang akan saya lakukan ini, sebenarnya sudah banyak
peneliti yang mengkaji tentang mahar. Di antara penelitian tentang mahar yang

telah dilakukan sebagai berikut:
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1. Tesis Aris Nur Qadar Ar Razak

Tesis yang ditulis Aris Nur Qadar Ar Razak berjudul “Praktik Mahar
Dalam Perkawinan Adat Muna (Studi di Kabupaten Muna, Sulawesi
Tenggara).”® Dalam penelitian ini objek kajian difokuskan pada praktek
pembayaran mahar dalam perkawinan adat Muna yang mana kadar dan jenis
mahar ditentukan sesuai dengan stratifikasi sosial masyarakat setempat. Jenis
penelitian yang digunakan adalah Field Research (penelitian lapangan)
dengan menggunakan metode wawancara, observasi dan dokumentasi dalam
mengumpulkan data yang diperlukan.

Hasil dari penelitian ini, pertama, bahwa praktik mahar perkawinan
adat muna berdasarkan pada stratifikasi, yaitu: golongan Kaomu (bangsawan)
dengan 20 boka, golongan walaka (adat) dengan 10 boka 10 suku, golongan
anangkolaki (pertanian) dengan 7 boka dan 2 suku dan golongan maradika
dengan 3 boka dan 2 suku. Kedua, nilai yang terkandung dalam praktek mahar
perkawinan adat muna adalah nilai keseimbangan yang terdapat pada
penetapan mahar empat golongan tersebut. Ketiga, dua kelompok besar
masyarakat Muna yang memberikan respon terhadap praktek mahar yaitu:
kelompok konservatif (mempertahankan praktek mahar) dan reformis
(memberikan pembaharuan praktek mahar). Faktor yang melahirkan
kelompok konservatif, yaitu tingkat pendidikan, dan status sosial. Faktor yang
melahirkan kelompok reformis, yaitu tingkat pendidikan dan pemahaman

agama.

°Aris Nur Qadar Ar Razak, “Praktik Mahar Dalam Perkawinan Adat Muna; Studi di Kabupaten
Muna Sulawesi Tenggara,” Tesis. (Yogyakarta; UIN Sunan Kalijaga, 2015).
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2. Tesis Yanti Julia

Tesis yang ditulis Yanti Julia berjudul “Analisis Yuridis Penuntutan
Pengembalian Mahar Akibat Perceraian (Studi Putusan Mahkamah Syar’iyah
Aceh Nomor: 15/Pdt.q/2011/Ms-Aceh).”*® Objek kajian dalam penelitian ini
adalah putusan mahkamah syar’iyah Aceh Nomor: 15/Pdt.G/2011/MS-Aceh
terhadap kasus tuntutan pengembalian mahar akibat perceraian. Penelitian ini
menggunakan metode yuridis normatif dengan teori keadilan dan mashlahah
sebagai pisau analisisnya.

Hasil dari penelitian ini mengungkapkan bahwa kewajiban membayar
mahar dilatarbelakangi oleh beberapa alasan yang terdiri dari alasan yuridis,
dapat dilihat dalam al-Quran surat An-Nisa ayat 4, ayat20, ayat 24 dan ayat
25, dalam hadis, ijtihad serta dalam KHI yang diatur dalam pasal 30,
selanjutnya juga dapat ditinjau dari alasan sejarah, alasan filosofi serta alasan
sosiologi. Dalam hukum Islam mahar yang telah diberikan kepada istri
menjadi hak milik istri dan tidak bisa diminta kembali. Walaupun demikian
mahar dapat dituntut kembali oleh seorang suami apabila perceraian tersebut
terjadi tanpa alasan dan atas permintaan serta kesalahan dari isteri. Majelis
hakim juga memandang bahwa pengembalian mahar akibat perceraian
merupakan bentuk keadilan terhadap suami yang digugat cerai oleh isterinya

tanpa alasan.

Ovanti Julia, “dnalisis Yuridis Penuntutan Pengembalian Mahar Akibat Perceraian; Studi
Putusan Mahkamah Syar’iyah Aceh Nomor: 15/Pdt.g/2011/Ms-Aceh”. Tesis. (Sumatera: Universitas
Sumatera Utara, 2013).
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3. Tesis Sandias Utami

Tesis yang ditulis Sandias Utami berjudul “Rekonseptualisasi Kadar
Mahar Berbasis Kesederhanaan dan Kemudahan (Studi Pasal 31 Inpres No 1
Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam).”** Objek penelitian ini adalah
pasal 31 Kompilasi Hukum Islam tentang asas kesederhanaan mabhar.
Penelitian kepustakaan ini mengguanakan pendekatan undang-undang,
pendekatan historis dan pendekatan komparatif dengan teori sistem hukum
sebagai pisau analisis kajian.

Adapun hasil penelitian adalah pertama, terdapat dua pemaknaan
mahar yang berkembang di masyarakat; (1) mahar dalam arti kontrak
kebolehan (2) Mahar dalam arti kontrak kepemilikan. Kedua, dari hasil
penelitian juga disimpulkan terdapat dua kewajiban mahar di Indonesia: (1)
kewajiban mahar dalam hukum Islam, (2) kewajiban mahar dalam hukum
adat. Dari dua kewajiban tersebut, rekonseptualisasi yang ideal terkait dengan
mahar dalam pasal 31 KHI selain berdasarkan konsep kesederhanaan dan
kemudahan, penentuan mahar juga berdasarkan atas asas kepatutan, sehingga
penentuan mahar dapat dilakukan sesuai adat yang berlaku di masyarakat.

4. Tesis Abdul Kadir
Tesis yang ditulis Abdul Kadir berjudul “Penerapan Batas Minimal

Mahar Dalam Peraturan Perundang-undangan Study Pandangan Pakar

Ysandias Utami, “Rekonseptualisasi Kadar Mahar Berbasis Kesederhanaan dan Kemudahan;
Studi Pasal 31 Inpres No 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam,” Tesis. (Malang: UIN
Maulana Malik Ibrahim, 2015).
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Hukum dan Praktisi KUA Kabupaten Jember”** memfokuskan pembahasan
pada batas minimal mahar sebagaimana konsep mahar dalam KHI. Penelitian
ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian field research
(penelitian lapangan). Dalam penelitian ini data diperoleh dari hasil
wawancara dengan pakar hukum dan praktisi KUA tentang kesederhanaan
mahar dalam KHI. Sementara hasil penelitian ini menyatakan bahwa rata-rata
jumlah mahar di Kabupaten Jember adalah Rp. 100.000, dengan persentase
hampir 50% dari jumlah sampel yang diambil di beberapa kecamatan.
. Jurnal Penelitian Bambang Sugianto

Penelitian jurnal yang dilakukan oleh Bambang Sugianto yang
berjudul “Kualitas dan Kuantitas Mahar dalam Perkawinan (Kasus Wanita
yang Menyerahkan diri kepada Nabi Saw)™ merupakan penelitian yang fokus
mengkaji kualitas dan kuantitas mahar dalam realitas masyarakat muslim yang
beraneka. Penelitian ini menggunakan pendekatan takharij al-hadis sebagai
metode analisis. Hasil penelitian ini menjelaskan bahwa; pertama, ulama yang
memahami hadis secara tekstual berkesimpulan bahwa batas minimal
kuantitas mahar adalah cincin atau yang senilai dengan kualitas dapat diambil
manfaatnya. Kedua, ulama yang melihat asbab al-wurud berkesimpul bahwa
batas minimal kuantitas sebuah mahar adalah senilai dengan nisab potong

tangan, sedangkan cincin besi adalah batas minimal mahar yang disegerakan.

Y2Abdul Kadir, “Penerapan Batas Minimal Mahar Dalam Peraturan Perundang-undangan Study
Pandangan Pakar Hukum dan Praktisi KUA Kabupaten Jember,” Tesis. (Malang: UIN Maulana
Malilk Ibrahim, 2013).

*Bambang Sugianto, Kualitas dan Kuantitas Mahar dalam Perkawinan; Kasus Wanita yang
Menyerahkan Diri kepada Rasulullah Saw. Asy-Syir’ah: Jurnal Ilmu Syari’ah dan Hukum,

(Vol. 45 No. II, Juli-Desember 2011).
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Ketiga, ulama lainnya memberika pendapat bahwa batas minimal mahar

adalah tidak terbatas selama ada kerelaan dan kesepakatan kedua belah pihak.

Adapun penjelasan mengenai persamaan dan perbedaan penelitian-

penelitian di atas dengan penelitian yang akan dilakukan ini akan dipaparkan

dalam tabel berikut ini:

dituntut kembali

Tabel 1.1
Perbedaan penelitian dengan penelitian sebelumnya
Nama Peneliti, Judul dan Orisinalitas
No o Persamaan Perbedaan o
Tahun Penelitian Penelitian
1 Aris Nur Qadar Ar Razak, | Tesis ini | Fokus  penelitian | Fokus kajian QS.
Praktek Mahar Dalam | menelitia menelaah  mahar | Annisa ayat 4 dan
Perkawinan Adat Muna; | tentang praktek | dalam praktek | 20 tentang
Studi di Kabupaten Muna, | mahar dalam | perkawinan  Adat | kesederhanaan
Sulawesi Tenggara. Tesis | perkawinan adat | Muna,  Sulawesi. | mahar dengan
magister di UIN Sunan | Muna, Sulawesi | Hasil penelitian ini | istilah shadug,
Kalijaga Yogyakarta, | Tenggara. menyatakan bahwa | nihlah dan ginthar
2015. mahar dibayar
sesuai dengan
strata sosial
masyarakat.  Jika
seorang laki-laki
tidak sanggup
memenuhi  mahar,
maka perkawinan
tidak bisa
dilaksanakan.
Yanti Julia,Analisis | Tesis ini | Fokus  penelitian | Fokus kajian QS.
Yuridis Penuntutan | mengkaji menelaah Putusan | Annisa ayat 4 dan
Pengembalian Mahar | putusan Mahkamah 20 tentang
Akibat Perceraian; Studi | Mahkamah Syari’ah Aceh | kesederhanaan
Putusan Mahkamah | Syar’iyah Aceh | Nomor: mahar dengan
Syar’iyah  Aceh Nomor: | tentang putusan | 15/Pdt.g/2011/Ms- | istilah shadug,
15/Pdt.g/2011/Ms- pengembalian Aceh.Hasil nihlah dan ginthar
Aceh.Tesis magister di | mahar  karena | penelitian
Universitas Sumatera | perceraian. menyimpulkan
Utara, 2013. bahwa mahar dapat
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oleh seorang suami
apabila perceraian
tersebut terjadi
tanpa alasan dan
atas permintaan
serta kesalahan dari
isteri.

Sandias Utami, | Tesis ini | Fokus  penelitian | Fokus kajian QS.
“Rekonseptualisasi Kadar | mengkaji mengkaji  konsep | Annisa ayat 4 dan
Mahar Berbasis | tentang konsep | kesederhanaan 20 tentang
Kesederhanaan dan | kesederhanaan mahar dalam KHI | kesederhanaan
Kemudahan; Studi Pasal | mahar dalam | pasal 31. Hasil | mahar dengan
31 Inpres No 1 Tahun | Kompilasi penelitian ini | istilah shadug,
1991 Tentang Kompilasi | Hukum Islam. adalah konsep | nihlah dan ginthar
Hukum Islam,” Tesis di mahar dalam KHI
UIN  Maulana  Malik selain berdasarkan
Ibrahim Malang, 2015. pada asas

kesederhanaan juga

harus berasas

kepatutan, sehingga

penentuan  mahar

dapat dilakukan

sesuai dengan ada

yang berlaku.
Abdul  Kadir,Penerapan | Tesis ini | Mengkaji Fokus kajian QS.
Batas Minimal Mahar | mengkaji pandangan  pakar | Annisa ayat 4 dan
Dalam Peraturan | tentang batas | hukum dan praktisi | 20 tentang
Perundang-undangan minimal mahar | KUA tentang batas | kesederhanaan
Study Pandangan Pakar | dalam minimal mahar | mahar dengan
Hukum dan Praktisi KUA | pandangan dalam peraturan | istilah shadugq,
Kabupaten Jember. Tesis | pakar hukum | perundang- nihlah dan ginthar
di UIN Maulana Malilk | dan praktisi | undangan.
Ibrahim Malang, 2013. KUA Jember.
Bambang Sugianto, | Jurnal ini | Fokus  penelitian | Fokus kajian QS.
Kualitas dan Kuantitas | meneliti kualitas | mengkaji  kualitas | Annisa ayat 4 dan
Mahar dalam Perkawinan; | dan  kuantitas | dan kuantitas | 20 tentang
Kasus = Wanita  yang | mahar ~ dalam | mahar dalam hadis | kesederhanaan
Menyerahkan Diri kepada | hadis  tentang | tentang wanita | mahar dengan
Rasulullah  Saw.  Asy- | wanita yang | yang menyerahkan | istilah shadug,
Syir’ah:  Jurnal  Ilmu | menyerahkan diri untuk dinikahi | nihlah dan ginthar
Syari’ah dan Hukum, diri untuk | kepada Nabi Saw.
(Vol. 45 No. II, Juli- | dinikahi ~ Nabi
Desember 2011). Saw.
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F. Definisi Istilah
Untuk memperjelas dan mempermudah penelitian, peneliti akan
menguraikan beberapa makna dari kata yang terdapat dalam judul tesis sebagai
berikut:
1. Kesederhanaan Mahar
Sederhana dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia mempunyai arti
bersahaja, tidak berlebih-lebihan, hidupnya selalu sedang tidak banyak
pernak-pernik, dan lain sebagainya. Kesederhanaan Mahar berarti bersahaja,
tidak berlebihan dalam pemberian mahar.
2. Hermeneutika Otoritatif
Hermeneutika Otoritatif adalah hermeneutikayang kelahirannya
dilatarbelakangi oleh fenomena otoritarianisme dalam pemikiran Islam,
khususnya dalam penelitian tentang diskursus hukum Islam. Hermeneutika
ini merupakan prosedur metodologis terkait dengan relasi antara ketiga unsur

pengarang  (author), teks  (teks), dan  pembaca  (reader).
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BAB Il

TINJAUAN UMUM TENTANG KONSEP MAHAR DAN

HERMENEUTIKA OTORITATIF

A. Tinjauan Umum Tentang Konsep Mahar
1. Ketentuan kadar mahar dalam madzhab figih
Para ulama figih berbeda pendapat mengenai kadar mahar. Perbedaan
pendapat ini terjadi karena dimotivasi oleh banyak hal. Di antaranya adalah
ketidak jelasan mengenai status akad nikah itu sendiri. Dari satu sisi akad
nikah seperti akad tukar menukar barang dalam jual beli. Tapi dari sisi lain
akad nikah mengandung nilai ibadah yang kedudukannya sangat tinggi.
Faktor lain adalah karena adanya nash/teks syariat yang membatasi jumlah
minimal mahar, adapula nash/teks syariat yang menunjukkan jumlah yang tak
terbatas.™
Perbedaan pendapat para ulama figih tentang kadar mahar tersebut
dapat simpulkan sebagai berikut:
a. Pendapat pertama menyatakan bahwa tidak ada batasan tertentu mengenai
besar keciinya mahar. Di antara ulama yang menyatakan pendapat ini
adalah Syafi’iyah, Ahmad, Abu Tsaur, Ishaq dan ahli figih Madinah dari

kalangan tabi’in. Mereka berpendapat bahwa, segala sesuatu yang

“ Ibn Rusyd al-Qurthubi, Bidayah al-Mujtahid wa Nihayah al-Mugqtashid, Jus Il (Beirut:
Dar al-Ma'rifah, 1982), him 19-20.
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memiliki nilai ekonomis dan tidak diharamkan oleh syariat maka boleh
dijadikan mahar.*®

b. Pendapat kedua menyatakan bahwa batas minimal mahar adalah 10 dirham
atau yang setara dengan jumlah tersebut. Sementara terkait batas maksimal
mahar, pendapat ini tidak memberikan ketentuan tertentu mengenai batas
maksimal mahar. Pendapat kedua ini diusung oleh para ulama figih
madzhab Hanafi.

c. Pendapat ketiga menyatakan bahwa batas minimal mahar adalah
seperempat dinar emas murni atau tiga dirham perak atau yang setara
dengan nilai tersebut, serta diperbolehkan oleh syariat untuk dijadikan
mahar. Pendapat ini diikuti oleh ulama madzhab Maliki yang tidak
menetapkan batasan maksimal mahar.*°

d. Pendapat keempat hampir sama dengan pendapat ulama Syafi’iyah yang
menyatakan bahwa mahar tidak memiliki batasan minimal dan maksimal
tertentu. Namun pendapat ini memiliki perbedaan, yaitu jika Syafi’iyah
menyatakan bahwa mahar harus memiliki nilai ekonomis, maka menurut
pendapat ini mahar tidak harus bernilai ekonomis. Pendapat ini adalah
pendapat ulama madzhab Hanabilah.

Perbedaan pendapat para ulama figih mengenai kadar mahar di atas
dapat dipahami bahwa, ulama Syafi'iyah dan Hanabilah tidak membatasi

kadar minimal dan maksimal mahar. Sedangkan pendapat yang lain dari

** Tihami, Fikih Munakahat..., him 42

'® Menurut perhitungan nilai 1 dinar ialah 4,25 gram emas, jadi seperempat dinar kurang
lebih sama dengan 1,6 gram emas. bila dikurskan dalam Rupiah 1 gram emas kurang lebih
450.000 perhitungan harga emas 2018. jadi, 1,6 gram emas setara dengan Rp. 720.000.
http://harga-emas.org/ diakses tanggal 16 Desember 2014.
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madzhab Hanafiyah dan Malikiyah memberikan batasan minimal mabhar,

tetapi tidak pada batas maksimalnya. Menurut Hanafiyah batas minimal

mahar adalah 10 dirham atau yang setara dengan jumlah itu. Sedangkan

Malikiyah membatasi minimal mahar diberikan tidak kurang dari seperempat

dinar emas murni atau tiga dirham perak atau barang yang setara dengan

jumlah tersebut.

2. Ketentuan kadar mahar menurut ahli hukum Islam Indonesia

Kadar mahar menurut pakar hukum Islam Indonesia juga berbeda-
beda. Di antara pendapat-pendapat tersebut adalah sebagai berikut:

a. Khoiruddin Nasution berpendapat bahwa jumlah kadar mahar pada
dasarnya menggunakan konsep yang sangat fleksibel sebagaimana
dijelaskan dalam al-Quran yaitu sesuatu yang ma'ruf. Kata ma'ruf
menurutnya dapat diartikan sepantasnya, sewajarnya atu semampunya,
atau sesuai dengan ketentuan adat yang berlaku. Status mahar dalam
pernikahan harusnya dikaitkan dengan status pernikahan itu sendiri. Satu
sisi, dalam pernikahan terdapat akad yang menjadi sebab halalnya
hubungan laki-perempuan. Di sisi lain, pernikahan merupakan bentuk
ibadah yang dapat dilakukan oleh siapa saja. Dengan mempertimbangkan
dua sisi tersebut, maka mahar tidak boleh disepelekan dan tidak boleh
menjadi penghalang dilaksanakannya suatu ibadah.*’

b. Kamal Muchtar berpendapat bahwa dalam agama sendiri tidak

menetapkan batas minimal dan maksimal mahar. Alasannya, karena

' Nasution, Islam Tentang .... him 167
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tingkat kemampuan manusia yang berbeda-beda sehingga tidak ada
batasan dalam pemberian mahar. Karena itu, menurut Kamal besar
kecilnya mahar disesuaikan dengan kemampuan calon suami sesuai
dengan kesepakatan kedua belah pihak.*®

c. Pendapat Quraish Shihab menyatakan tidak terdapat batasan minimal
maupun maksimal jumlah kadar mahar. Menurut pakar tafsir Indonesia ini,
mahar harus berupa sesuatu yang berharga dan berbentuk materi. Oleh
karena itu, menurut Quraish shihab orang yang mau menikah tapi tidak
mampu membayar mahar maka pernikahannya ditangguhkan sementara
sampai memiliki kemampuan membayar mahar. Namun jika laki-laki
tersebut diharuskan untuk menikah, maka cincin dari besi dapat digunakan
sebagai mahar.*

Dari ketiga pendapat para tokoh Indonesia di atas, tidak ada yang
menetapkan jumlah minimal dan maksimal kadar mahar. Tetapi ketiga
pendapat tersebut memiliki persamanaan dalam menyepakati bahwa mahar
haruslah berpa barang atau sesuatu yang memiliki nilai ekonomis dan tidak
dilarang dalam syariat Islam. Dengan demikian, berdasarkan keterangan dari
pendapat ulama madzhab figih dan pendapat para tokoh Indonesia dapat
dipahami bahwa syariat Islam tidak menetapkan jumlah minimal dan
maksimal mahar. Penentuan kadar mahar diserahkan kepada kesepakatan
kedua belah pihak yang akan melakukan pernikahan. Namun, mahar tetaplah

berupa sesuatu yang berharga, bermanfaat dan bukan sesuatu yang

'8 Kamal Muchtar, Asas-asas Hukum Islam Tentang Perkawinan, (Jakarta: Bulan Bintang,
1974), him 79-82.
1% Shihab, Wawasan al-Quran...hlm 272
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diharamkan syariat karena mahar akan menjadi hak ekonomi istri dalam
berumah tangga.
3. Kesederhanaan mahar dalam Hukum Islam

Kesederhanaan mahar dalam hukum Islam sudah dijelaskan dalam
kitab-kitab figih yang menjadi rujukan dalam istinbath hukum Islam. Dalam
perjalanan sejarah Islam di sepanjang masa, mahar merupakan sarana untuk
mencapai tujuan yang tinggi dan mulia (magashid al syari’ah) pernikahan
serta menjadi salah satu sumber kedamaian bagi pasangan suami istri dalam
semua fase yang bersifat sederhana, mudah dan murah. Mahar dalam sejarah
perkembangan hukum Islam bukan meruapakan suatu hal yang bersifat
komersial yang dapat dijadikan sebagai alat transaksional dalam jual beli.?

Berdasarkan apa yang telah dijelaskan oleh ulama madzhab figih dan
para pakar hukum Islam Indonesia di atas, maka konsep kesederhanaan mahar
dalam hukum Islam pada dasarnya bermakna bahwa penentuan mahar harus
berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak dengan mempertimbangkan
kemampuan suami, tidak berlebihan dan tidak terlalu sedikit serta bukan
berupa benda yang diharamkan oleh syariat islam. Karena pada hakikatnya
Islam tidak membebani untuk memberikan suatu benda tertentu yang harus
diserahkan sebagai mahar. Dalam persoalan mahar, Islam menginginkan
kemudahan. Konsep kemudahan dalam hukum Islam diistilahkan al-yusru

yang berarti kemudahan, kelonggaran, tidak memberatkan.

2Ahmad Rabi' Jabir ar-Rahili, Mahar Kok Mahal: Menimbang Manfaat dan Mudharatnya
(Solo: Tiga Serangkai, 2014), him 36.
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Kemudahan dalam mahar berarti tidak memberatkan dan menyulitkan
keadaan seorang laki-laki untuk memenuhinya. Hal ini sangat sesuai dengan
prinsip syariat Islam yang mudah dan memudahkan hidup menusia. Segala
bentuk tindakan yang mempersulit dalam memenuhi kewajiban membayar
mahar bisa dikatakan sebagai tindakan menyimpang dari prinsip tersebut.
Berdasarkan prinsip kemudahan ini, maka syariat Islam menyerukan
kemudahan mahar dalam pernikahan sebagai bentuk ibadah yang dapat
dilakukan oleh siapa saja yang membutuhkannya.*

4. Kesederhanaan Mahar dalam Praktek Pernikahan di Indonesia
a. Kesederhanaan mahar dalam hukum perkawinan di Indonesia

Ada dua sumber hukum yang dijadikan pijakan dalam hukum
perkawinan di Indonesia; pertama, undang-undang Republik Indonesia
nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan. Undang-undang ini terdiri dari
15 bab. Di antara bab-bab dalam UU tersebut tidak ada satu pun bab yang
membahas tentang mahar.

Kedua, Kompilasi Hukum Islam (KHI), merupakan himpunan
hukum Islam tentang perkawinan yang dinukil dari kitab-kitab figih serta
pendapat para ulama dan pakar figih Indonesia. Dalam KHI, mahar
dijelaskan dalam bab khusus tentang mahar, yaitu bab 5 yang dimulai dari
pasal 30-38. Sedangkan kesederhanaan mahar disebutkan dalam pasal 31
yang berbunyi: “Penentuan mahar berdasarkan atas kesederhanaan dan

kemudahan yang dianjurkan oleh ajaran Islam.” Namun sayangnya, KHI

2L Ar-Rahili, Mahar Kok... him 27-32.
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tidak memiliki kekuatan hukum yang bersifat mengikat. Sehingga praktek
pemberian mahar yang terjadi di masyarakat mengikuti tradisi yang belaku
secara-turun temurun yang hingga kini masih menyisakan persoalan.

Tidak adanya penjelasan mengenai kesederhanaan mahar yang
dimaksud dalam KHI menambah polemik baru dalam perkawinan.
Khususnya terkait dalam menentukan dan menetapkan kadar mahar.
Seperti yang dituturkan Abdul Kadir dalam penelitiannya, bahwa sebagian
masyarakat Kabupaten Jember menetapkan kadar mahar jauh di bawah
standar kelayakan umum. Hal inilah yang mendorong peneliti untuk
mengadakan penelitian terkait dengan kesederhanan mahar. Karena al-
Qur’an dan Hadis merupakan sumber utama dalam pembentukan KHI,
maka kajian ini berupaya untuk menemukan makna kesederhanaan mahar
dalam sumber hukum Islam tersebut.

b. Kesederhanaan mahar dalam praktek pernikahan di Indonesia

Meski pemerintah telah mengkodifikasi hukum pernikahan dalam
bentuk UU no. 1 tahun 1974 dan KHI, masyarakat tetap mengikuti tradisi
praktek pemberian mahar yang berlaku secara turun-temurun. Proses
menentukan dan menetapkan kadar dan bentuk mahar pun berbeda-beda
seiring dengan perbedaan tradisi masyarakat. Begitu pula standar
kesederhanaan mahar akan berbeda antara satu daerah dengan daerah yang
lain. Untuk mengetahui standar kesederhanaan mahar, maka perlu kiranya
dipaparkan praktek pernikahan pada sebagian tradisi/adat yang ada di

Indonesia.
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1. Mahar dalam praktek perkawinan suku Muna, Sulawesi Tenggara

Masyarakat Kabupaten Muna terdiri dari empat golongan. Pertama,
golongan Kaomu (bangsawan).Golongan ini terdiri dari beberapa strata;
Kaomu La Ode, Kaomu Wa Ode, Sara Kaomu. Jika golongan Kaomu (La
ode) menikahi perempuan golongan kaomu (Wa ode) atau golongan di
bawahnya, maharnya senilai 20 boka (saat ini 1 boka bernilai Rp.24.000).
Adapun mahar perempuan Sara Kaomu sebesar 15 boka. Kedua, golongan
Walaka (adat). Jika golongan Walaka menikah degan golongan Kaomu,
maka maharnya senilai 35 boka.Sementara jika menikah sesama
golongaan Walaka, mahar yang dibayar sebesar 10 boka 10 suku (1 suku
bernila 0,25 boka jadi 10 boka 10 suku sekitar 12,5 boka). Ketiga,
golongan Anangkolaki (pertanian). Jika golongan ini menikahi perempuan
golongan Kaomu, maka harus membayar mahar sebesar 75 boka. Jika
menikahi golongan Walaka, maharnya sebesar 35 boka. Tetapi jika
menikahi golongan Anangkolaki juga atau dibawahnya maharnya adalah 7
boka 2 suku ( atau 7,5 boka). Keempat, golongan Maradika. Jika golongan
Maradika menikahi golongan Kaomu maharnya 2 x 75 boka, jika menikahi
golongan Walaka maharnya 75 boka, jika menikahi Anangkolaki
maharnya 7 boka 2 suku (7,5 boka).?

Dalam adat suku Muna, jika uang mahar tersebut sudah disetujui
kedua belah pihak keluarga perempuan dan keluarga laki-laki, makar

prosesi perkawinan dapat terlaksanakan. Tetapi sebaliknya, jika kedua

%http://lahamuha.blogspot.co.id/2014/04/adat-pernikahan-suku-muna.html (dilansir pada

Rabu, 23 April 2014)
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belah pihak melum sampai pada kata sepakat, maka dapat dipastikan
pernikahan tidak akan terjadi.?
2. Mahar dalam praktek pernikahan masyarakat Bugis

Pernikahan dalam tradisi masyarakat Bugis dianggap suatu upacara
yang sangat sakral. Menurut mereka, pernikahan tidak hanya sebatas
menyatukan hubungan suami-istri. Tetapi hubungan dua keluarga pihak
suami-istri yang telah terjalin sebelumnya menjadi semakin akrab dan erat.
Di masyarakat Bugis pernikahan tidak hanya terjadi antar keluarga yang
memiliki hubungan kefamilian. Istilah pernikahan endogami merupakan
pernikahan yang terjadi antara satu kelompok dengan kelompok lain.

Dalam pernikahan adat suku Bugis, terjadapat dua jenis mahar.
pertama, Sompa, yaitu mahar yang diberikan mempelai laki-laki sebab
terjadinya akad pernikahan. Jumlah mahar ini bervariasi, sesuai dengan
tingkat status sosial seseorang. Kedua, Dui' Manre (uang belanja), yaitu
uang antaran pihak laki-laki kepada keluarga perempuan untuk digunakan
acara pesta pernikahan. Jumlah besaran Dui' Manre ini ditentukan oleh
keluarga perempuan yang kemudian disepakati oleh kedua pihak.?* Kedua
jenis mahar ini harus dipenuhi oleh pihak laki-laki demi berlangsungnya
proses pernikahan.
3. Mahar dalam praktek pernikahan masyarakat Aceh

Aceh merupakah tempat pertama kali syariat Islam berlabuh di

Indonesia. Karena itu, masyarakat Indonesia menyebutnya serambi Mekah.

2Ar Razaq, Praktek Mahar....
?*Nonci, Upacara Adat Istiadat Masyarakat Bugis, (Makasar: CV Aksara, 2002), 12.
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Tidak hanya nama istimewa yang disematkan untuk Aceh, tetapi
penerapan syariat Islam adalah bentuk keistimewaan yang lain. Landasan
hukum yang mengizinkan syariat Islam dijadikan pijakan hukum
masyarakat Aceh adalah Undang-undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang
Penyelenggaraan Keistimewaan Daerah Istimewa Aceh dan Undang-
undang Nomor 18 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi
Daerah Istimewa Aceh sebagai Provinsi Nangro Aceh Darussalam. Dua
undang-undang yang mengatur tentang keistimewaan di Aceh ini memberi
legalitas hukum bagi penerapan Syariat Isalam secara menyeluruh, baik
hukum perdata maupun pidana.?®

Perihal mahar, dalam materi hukum perdata yang dijadikan pijakan
hukum pernikahan di Aceh kadar mahar yang ditentukan masyarakat
merupakan salah satu dari beberapa wilayah Indonesia yang menetapkan
mahar sangat fantastis dengan jumlah sangat tinggi. Mayoritas masyarakat
Aceh umumnya menetapkan mahar dalam bentuk atau berdasarkan nilai
emas. Biasanya, masyarakat menghitung kadar mahar dengan
menggunakan hitungan mayam.*®

Praktek pernikahan di Aceh sangat dipengaruhi oleh status sosial
masyarakat. Perbedaan tradisi pernikahan ini berimplikasi pada perbedaan
dalam menentukan kadar mahar. Seperti yang terjadi di kota Langsa Aceh,
berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan Muhammad Ihsan, masyarakat

setempat menetapkan kadar mahar sebesar 15 mayam (setara 49,5 gram

»Gunaryo, Pergemulan ..., him 317-318.
26 Utami, Rekonseptualisasi kadar..., him 99.
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emas) hingga 30 mayam (setara 99,9 gram emas) bagi kalangan pengusaha
yang kehidupan ekonominya mapan. Pada golongan menengah, biasanya
kadar mahar yang dibayar 10 mayam (setara 33 gram emas). Sedangkan
golongan menengah kebawah menetapkan kadar mahar sebesar 5 mayam
(setara 16,5 gram emas).?’

Begitu juga praktek mahar yang terjadi di daerah-daerah Aceh
lainnya. Kadar mahar yang ditetapkan tidak jauh berbeda dari tradisi
mahar yang berlaku di kota Langsa Aceh. Perbedaan tersebut dapat dilihat

dalam tabel berikut:?®

Tabel 2.1: Kadar mahar untuk maskawin di daerah Aceh

Nama Daerah Tipe-A Tipe-B Tipe-C Tipe-D
Pidie 60 s/d 50 40 s/d 30 25 s/d 20 19 s/d 10
mayam mayam mayam mayam
Pidie Jaya 40 s/d 30 25 s/d 20 19s/d 15 14 s/d 10
mayam mayam mayam Mayam
Bireuen 40 s/d 30 25 s/d 20 19 s/d 15 14 s/d 10
mayam mayam mayam mayam
Aceh Besar 50 s/d 40 30 s/d 20 25 s/d 20 19 s/d 10
mayam mayam mayam mayam
Banda Aceh 60 s/d 50 40 s/d 30 25 s/d 20 19 s/d 10
mayam mayam mayam mayam
Sabang 35 s/d 25 24 s/d 16 15s/d 10 9s/d6
mayam mayam mayam mayam
Lhokseumawe 35s/d 25 24 s/d 16 15s/d 10 9s/d6
mayam mayam mayam mayam
Aceh Utara 35 s/d 25 24 s/d 16 15s/d 10 9s/d 6

27 Muhammad lhsan, Studi Komparasi Pandangan Majlis Adat Aceh dan Majlis
Permusyawaratan Ulama Kota Langsa Terhadap Penetapan Emas Sebagai Mahar Perkawinan,
Skripsi gSurabaya: UIN Sunan Ampel, 2014), him 7.

%http://indodetik.blogspot.co.id/2013/01/jumlah-mahar-untuk-mas-kawin-di.html, (dilansir
pada Minggu, 06 Januari 2013)
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mayam mayam mayam mayam
Langsa 30 s/d 25 24 s/d 16 155s/d 10 9s/d6
mayam mayam mayam mayam
Aceh Timur 30 s/d 25 24 s/d 16 15s/d 10 9s/d6
mayam mayam mayam mayam
Aceh Tamiang | 30 s/d 25 24 s/d 16 155s/d 10 9s/d5
mayam mayam mayam mayam
Aceh Jaya 30s/d 25 24 s/d 16 15s/d 10 9s/d5
mayam mayam mayam mayam
Aceh Barat 30 s/d 25 24 s/d 16 15s/d 10 6s/d5
mayam mayam mayam mayam
Aceh Selatan 20s/d 16 15s/d 13 12 s/d 10 9s/d3
mayam mayam mayam mayam
Aceh Tengah 20s/d 16 15s/d 13 12 s/d 10 9s/d3
mayam mayam mayam mayam
Aceh Barat | 20 s/d 16 15s/d 13 12 s/d 10 9s/d4
Daya mayam mayam mayam mayam
Nagan Raya 30s/d 20 19 s/d 15 14 s/d 10 9s/d4
mayam mayam mayam mayam
Simeulue 20s/d 16 15s/d 13 12 s/d 10 9s/d3
mayam mayam mayam mayam
Bener Meriah 20s/d 16 15s/d 13 12 s/d 10 9s/d3
mayam mayam mayam mayam
Gayo Luwes 20 s/d 16 15s/d 13 12 s/d 10 9s/d3
mayam mayam mayam mayam
Aceh Tenggara | 20s/d 16 15s/d 13 12 s/d 10 9s/d3
mayam mayam mayam mayam
Subulussalam 20s/d 16 15s/d 13 12 s/d 10 9s/d3
mayam mayam mayam mayam
Singkil 20 s/d 16 15s/d 13 12 s/d 10 9s/d3
mayam mayam mayam mayam

Berdasarkan keterangan tabel di atas, maka kadar mahar yang berlaku
di daerah Aceh dikelompokkan berdasarkan tingkat status sosial
masyarakat. Masyarakat kelas A terdiri dari golongan pengusaha dan
orang-orang yang kehidupan ekonominya tinggi. Kelompok tipe B dan C

terdiri dari

masyarakat menengah,
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ekonominya menengah kebawah. Demikian perbedaan kadar mahar di
Aceh yang disesuaikan dengan pendapat dan taraf kehidupan ekonomi
masyarakat setempat.

Tingginya kadar mahar yang berlaku dalam peraktek pernikahan
daerah Aceh bukan berarti telah disepakati oleh semua kalangan
masyarakat. Ada beberapa kelompok masyarakat yang tidak setuju dengan
penetapan kadar mahar yang ada. Mereka menentang keras praktek mahar
tersebut karena dianggap dapat menyulitkan tidak hanya bagi kaum laki-
laki, tetapi lambat laun akan berimbas kepada kehidupan perempuan.
Beberapa problem sosial yang berkembang di Aceh akibat tingginya kadar
mahar di antarnya terjadinya kawin lari, kawin sirri, kawin kontrak yang
dilakukan untuk menghindari praktek mahar yang fantastis.?

4. Mahar dalam praktek pernikahan masyarakat suku Minangkabau

Tata cara pernikahan pada masyarakat Minangkabau ada dua cara,
yaitu pernikahan yang dilakukan menurut agama dan pernikahan menurut
adat. Dua model cara melaksanakan pernikahan sudah pasti tidak akan
terlepas dari pesoalan mahar. Pada dasarnya masyarakat Minangkabau
tidak mengenal mahar atau bentuk pemberian lainnya. Alasannya, karena
pernikahan merupakan bentuk perikatan antar dua kerabat dari hasil
perjodohan dua jenis kelamin yang berbeda. Namun kenyataannya, laki-
laki yang datang untuk bertempat tinggal di rumah istrinya memiliki dua

kewajiban yaitu selain membayat mahar, laki-lakii tersebut harus

»Utami, Rekonseptualisasi Kadar..., him 101.
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membawa seperangkat keperluan calon istri yang disebut sebagai panibo.
Panibo adalah sepasang pakaian lengkap yang diberikan kepada calon
istri.*

Praktek pemberian mahar pada msyarakat Minangkabau mengalami
perkembangan. Perkembangan terjadi seiring dengan model pernikahan
yang menjadi tradisi masyarakat minang. Mahar yang diberikan ada dua
bentuk, pertama mahar seperti yang dijelaskan dalam figih. Kedua, mahar
yang diberikan berdasarkan hukum adat. Pemberian mahar yang
menginkuti tuntunan hukum Islam merupakan suatu kewajiban akibat
dilaksanakannya akad nikah. Mahar ini sama seperti umumnya praktek
mahar yang dilakukan kebanyakan masyarakat Indonesia. Berbeda halnya
dengan pemberian yang mengikuti tradisi masyarakat Minangkabau, yang
mana pemberian ini justru dibebankan kepada pihak calon istri.
Permberian yang disebut pajapuik atau uang jemputan ini, dewasa ini
ramai diperbincangkan khalayak karena dinilai tidak lumrah terjadi.

5. Mahar dalam praktek pernikahan masyarakat Jawa

Persoalan mahar dalam praktek pernikahan masyarakat Jawa tidak
serumit praktek mahar masyarakat di luar Jawa. Besaran kadar mahar
biasanya  ditentukan  berdasarkan  kesepakat keluarga  dengan

mempertimbangkan kemampuan pihak laki-laki dan standar yang berlaku

*ytami, Rekonseptualisasi Kadar..., him 97
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di masyarakat setempat. Biasanya, berupa sesuatu yang sederhana dan
tidak memberatkan.®

Mungkin perbedaan yang tampak terjadi pada kelas masyarakat
pedesaan dan perkotaan. Di mana mahar masyarakat pedesaan jauh lebih
sederhana dibandingkan mahar yang berlaku di perkotaan. Namun seiring
dengan perkembangan dan meningkatnya kehidupan ekonomi, mahar di
Jawa mengalami perubahan. Kini mahar antara masyarakat pedesaan dan

perkotaan relatif memiliki standar yang sama.*

B. Hermeneutika Otoritatif Khaled Abou El Fadl

1. Biografi Singkat Khaled M. Abou EI Fadl

Nama lengkapnya Khaled Medhat Abou el-Fadl, populer dengan
nama Khaled Abou el-Fadl. Ayahnya bernama Medhat Abou el-Fadl dan
ibunya Afaf el-Nimr. Lahir di Kuwait pada tahun 1963. Sebagaimana
masyarakat Arab pada umumnya, Khaled sedari kecil telah dididik dengan
ilmu-ilmu keislaman. Al-Qur’an, Hadits, Bahasa Arab, Tafsir, dan Tasawwuf
telah diakrabinya sejak dari sekolah pendidikan dasar. Ketika masih muda ia
dikenal sebagai anak yang cerdas. Pada usia 12 tahun, ia sudah hafal al-
Qur an. Semasa kecil selain aktif mengikuti kelas al-Qur’an dan Syari’ah di
masjid lokal di daerahnya, al-Azhar, dia juga mempelajari semua koleksi

buku orang tuanya yang berprofesi sebagai pengacara.®

*'Mumaad Sholikhin, Ritual dan Tradisi Islam Jawa, (Yogyakarta: Narasi, 2010), him 215.

%2 Ar Rahili, Mahar Kok..., him 92-99

%% Abid Rohmanu, Konsepsi Jihad Khaled M. Abou El Fadl dalam Perspektif Relasi Fikih,
Akhlak dan Tauhid. Disertasi, (Surabaya: IAIN Sunan Ampel, 2010), him 25.
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Pada waktu mudanya Khaled adalah seorang aktivis gerakan Wahabi
yang merupakan mazhab negara Kuwait. Namun ia kemudian memutuskan
untuk menetap di Mesir setelah dia menyadari adanya kontradiksi dan
persoalan akut di dalam konstruksi ideologis pemikiran kaum Wahabi.
Khaled memperoleh gelar B.A. (Bachelor of Art) di Yale University,
Amerika Serikat (1986). Setelah itu ia melanjutkan ke University of
Pennsylvania dan selesai pada tahun 1989. Dan pada tahun 1999, dia
melanjutkan ke Princeton University dengan spesialisasi dalam bidang
Islamic Studies dan pada saat yang bersamaan ia menempuh studi hukum di
Universitas California Los Angeles (UCLA).

Di UCLA pula, ia ditunjuk sebagai guru besar hukum Islam dengan
mengampu sejumlah mata kuliah, seperti hukum Islam, imigrasi, HAM, dan
hukum keamanan nasional dan internasional. Selain di UCLA, Khaled juga
mengajar hukum Islam di universitas Texas dan Universitas Yale. Selain aktif
mengajar di sejumlah universitas prestisius di dunia, ia juga mengabdikan
dirinya dalam bidang advokasi dan pembelaan HAM, hak-hak imigran, dan
mengepalai sebuah lembaga HAM di Amerika. Pada tahun 2003- 2005,
Khaled diangkat oleh George Walker Bush Presiden Amerika saat itu —
sebagai salah satu anggota Komisi Internasional Kebebasan Beragama
(Internasional Religious Freedom). Di samping itu, Khaled juga sering
diundang sebagai narasumber di radio dan televisi, seperti CNN, NBC, PBS,

NPR, dan VOA.
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2. Hermeneutika Otoritatif

Menurut analisis Khaled, perangkat hermeneutika adalah solusi
dalam menghadapi fenomena otoritarianisme dalam pemikiran Islam,
khususnya dalam penelitiannya tentang diskursus hukum Islam. Dan ini
merupakan prosedur metodologis terkait dengan relasi antara ketiga unsur
pengarang, teks, dan pembaca. Dalam pembacaan Amin Abdullah
pendekatan tersebut digunakan Khaled untuk memposisikan bagaimana
sesungguhnya hubungan antara teks (text) atau nash, penulis atau
pengarang (author), dan pembaca (reader).®* Untuk itu Khaled membuat
konsepsi baru terkait dengan teks (al-Qur’an dan sunnah), pengarang, dan
pembaca.
a. Al-Qur’an dan Hadits adalah Teks Terbuka

Menurut Khaled, al-Qur’an dan Sunnah walaupun berbeda dalam
tingkat hirarkinya, haruslah diperlakukan sama. Dalam hal ini, baginya-
meminjam istilah Umberto Eco- keduanya adalah karya yang terus
berubah. Dalam artian keduanya terbuka untuk berbagai interpretasi.
Asumsi yang demikian akan menjadikan teks berbicara dengan suara yang
diperbaharui oleh masing-masing generasi pembaca (reader) karena
maknanya tidak permanen dan berkembang secara aktif. Jadi, sebuah teks

akan tetap relevan dan menduduki posisi sentral karena keterbukaannya.

%Amin Abdullah, Pendekatan Hermeneutik dalam Fatwa-fatwa Keagamaan Proses
Negosiasi Komunitas Pencari Makna Teks, Pengarang, dan Pembaca, dalam Amin Abdullah,
Islamic Studies di Perguruan Tinggi Pendekatan Integratif Interkonektif. (Jogjakarta: Pustaka
Pelajar, 2006), him 276.
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Para pembaca akan selalu kembali merujuk kepada teks karena teks dapat
menghasilkan pemhaman dan interpretasi baru.*®

Disini dapat dipahami bahwa al-Qur’an dan sunnah menurut
Khaled adalah bersifat bebas, terbuka, dan otonom. Ide yang hampir sama
juga pernah disampaikan oleh Farid Esack dengan memahami al-Quran
sebagai “pewahyuan progresif”.*® Maka dari itu, untuk menghindari sikap
otoriter adalah tetap sadar bahwa teks (al-Quran) merupakan “karya yang
terus berubah” atau “wahyu yang progresif”’. Sehingga segala bentuk
penafsiran dan pemahaman akan terus aktif, dinamis dan progresif.

Dalam analisis Khaled, hal inilah yang dibenarkan secara moral.
Menurutnya jika teks al-Qur’an dan sunnah diinterpretasi menjadi sebuah
makna yang stabil, tetap dan tidak berubah, maka konsekwensinya adalah
teks menjadi tertutup dan menyegel maknanya dengan interpretasi
pembaca. Secara moral hal ini tidak dibenarkan karena merupakan bentuk
kesombongan. Karena seorang pembaca mengklaim memiliki suatu
pengetahuan yang identik dengan pengetahuan Tuhan. Dengan demikian
seakan-akan ia berbicara bahwa interpretasinya identik dengan makna teks
yang sebenarnya. Bagi Khaled ini akan berakibat kepada hilangnya
otonomi teks, dan secara teologis ini bermasalah karena bersebrangan

dengan kemutlakan pengetahuan Tuhan. Al-Qur’an secara tegas

*Khaled M. Abou Fadl, Atas Nama Tuhan: Dari Fikih Otoriter ke Fikih Otoritatif, Terj. R.
Cecep Lukman Yasin. (Jakarta: PT. Serambi llmu Semesta, Cet. 1, 2004), him 212.
% El-Fadl, Atas Nama Tuhan..., him 212.
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menyatakan kemutlakan Tuhan dan pengetahuan-Nya yang tidak bisa
disejajarkan dengan pengetahuan siapapun.*’
b. Pembaca dan Lima Prasyaratnya

Walaupun Khaled menganggap al-Qur’an sebagai teks yang bebas,
terbuka dan otonom, namun demikian Khaled merasa perlu membatasi
otoritarianisme pembaca dengan lima syarat. Prasyarat ini harus dipenuhi
atau dilaksanakan. Karena apabila tidak mencukupi, maka pembaca
khususnya para wakil khusus atau mujtahid telah melakukan tindakan di
luar kewenangan hukum yang dimilikinya (ultra vires). Kelima prasyarat
yang menjadi landasan pelimpahan otoritas tersebut adalah sebagai
berikut:®

Pertama, kejujuran, dimana seorang ahli hukum dituntut tidak
bersikap pura-pura memahami apa yang sebenarnya tidak diketahui dan
bersikap terus terang tentang sejauh mana ilmu dan kemampuannya dalam
memahami perintah Tuhan. Maka dengan demikiran seorang ahli hukum
tidak akan menyembunyikan dengan sengaja sebagian perintah Tuhan,
atau karena berbagai alasan, sengan sengaja mengganti bunyi perintah-
Nya. Dengan kata lain, tidak membatasi, menyembunyikan, berbohong
atau menipu, dan menjelaskan semua perintah yang ia pahami.*

Kedua, kesungguhan, dimana seorang ahli hukum harus
memaksimalkan kemampuan yang ia perlukan untuk mengklaim secara

jujur bahwa dirinya telah melakukan semua hal yang bisa dilakukan untuk

% El-Fadl, Atas Nama Tuhan..., him 212-213
% E|-Fadl, Atas Nama Tuhan..., him 98-103.
% E|-Fadl, Atas Nama Tuhan..., him 98.
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menemukan dan memahami petunjuk-petunjuk yang ada, dan harus
bersedia mempertanggungjawabkan tindakannya di hadapan Tuhan pada
hari akhir nanti. Di sini Khaled menegaskan bahwa dalam sistem teologi
Islam, kewajiban untuk bersungguh-sungguh menemukan dan memahami
menjadi lebih besar ketika sebuah hukum bersentuhan dengan hak orang
lain. Seseorang bertanggung jawab atas keputusannya yang menyesatkan
atau melanggar hak orang lain. Oleh karena itu bagi orang-orang yang
berakal, semakin bersentuhan dengan hak orang lain, semakin besar pula
keharusan mereka berhati-hati, dan semakin keras upaya mereka dalam
melaksanakan kewajibannya terhadap orang lain. Semakin besar
pelanggaran mereka terhadap orang lain, semakin besar pula pertanggung
jawaban mereka di sisi Tuhan.*°

Ketiga, kemenyeluruhan, dimana seorang ahli hukum telah
mencoba untuk menyelidiki perintah Tuhan secara menyeluruh dan telah
mempertimbangkan semua perintah yang relevan, membuat upaya terus
menerus untuk menemukan semua perintah yang relevan, dan tidak
melepas tanggung jawabnya untuk menyelidiki atau menemukan alur
pembuktian tertentu.**

Keempat, rasionalitas, dimana seorang ahli hukum telah melakukan
upaya penafsiran dengan menganalisis perintah-perintah Tuhan secara

rasional. Tentu saja rasionalitas ini dipandang sebagai sebuah konsep yang

%0 El-Fadl, Atas Nama Tuhan..., him 98
L El-Fadl, Atas Nama Tuhan..., him 99

57



abstrak. Namun, bagi Khaled, ia berarti sesuatu yang dalam kondisi
tertentu dipandang benar secara umum.*?

Kelima, pengendalian diri, dimana seorang ahli hukum
menunjukkan tingkat kerendahan hati dan pengendalian diri yang layak
dalam menjelaskan kehendak Tuhan. Prasyarat ini telah dijelaskan dengan
baik dalam ungkapan Islam: “Dan Tuhan lebih tahu yang terbaik (wa Allah
a’lam). Ungkapan ini berperan sebagai klaim epistemologis dan moral.
Lebih dari sekedar ungkapan, gagasan utama ungkapan itu adalah bahwa
seorang ahli hukum harus memiliki kewaspadaan tertentu untuk
menghindari penyimpangan atau kemungkinan penyimpangan atas peran
Tuhannya.®®
c. Negosiasi antara Teks, Pengarang dan Pembaca

Konsepsi Khaled mengenai teks al-Qur’an, sunnah dan prasyarat
pembaca diatas adalah sebuah konsepsi untuk mewujudkan sebuah
negoisasi makna antara pembaca dan teks yang akan dimaknai. Dalam
proses negosiasi itu, Khaled menekankan pentingnya latar belakang sosial
historis al-Quran. la menyatakan wahyu selalu dimediasikan oleh kondisi-
kondisi historis yang berlaku. Sehingga, sangat penting untuk menganalisis
situasi historis yang menegosiasikan norma-norma etis al-Quran tertentu.*
Banyak institusi yang diacu dalam al-Quran menurut Khaled hanya dapat

dipahami jika pembacanya menyadari praktik-praktik historis yang

*2 E]-Fadl, Atas Nama Tuhan..., him 101

*3 El-Fadl, Atas Nama Tuhan..., him 103

*Khaled M. Abou el-Fadl, The Islamic Law of Rebellion.(Cambridge: University Press),
him 328.
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melingkupi pewahyuan teks tersebut. Namun dengan memisahkan al-
Quran baik dari sejarah maupun dari konteks moralnya, maka para
penafsir, menurutnya, hanya berujung pada pengubahan teks menjadi
daftar panjang perintah hukum yang secara moral tidak jelas.*®

Prinsip negosiasi di atas, sekaligus mengimplikasikan bahwa dalam
perspektif hermeneutik, kebenaran pengetahuan tidak pernah bersifat final
(the fallibility of knowledge). Karena itulah hermeneutika pada dasarnya
tidak menafikan eksistensi dari otoritas, baik itu otoritas teks, pengarang
dan pembaca (reader / audience), akan tetapi melawan segala bentuk
dominasi dan monopoli dalam penetapan makna teks. Hermeneutika dalam
hal ini berada dalam wilayah publik yang hendak mendialogkan berbagai
asumsi kebenaran yang datang dari para pembaca teks. Teks sebagai
panduan moral tentu bersifat otoritatif, akan tetapi tatkala direproduksi
oleh pembacanya bisa saja ia menjadi otoriter. Inilah yang disebut dengan
intervensi pembaca teks (human intervention) dalam penetapan makna teks
berdasar interest, atau kepentingan pembacanya.

Negoisasi ini- dalam pandangan Khaled- merupakan bentuk
interpretasi otoritatif dengan berdasarkan rasio bukan interpretasi otoriter
yang taklid buta, meminjam definisi Joseph Vining. Dimana akan tercipta
sebuah gerak interpretasi yang otoritatif, dan terwujud sebuah relasi yang

proporsional dan proses negoisasi antara teks, pengarang dan pembaca.

**Khaled M. Abou el-Fadl, The Place of Tolerance, (Boston: Beacon Press, 2002), him 31

59



BAB Il

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian
Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan jenis penelitian kualitatif,
Penelitian kualitatif dipergunakan karena peneliti tidak menggunakan angka-
angka dalam pengumpulan data maupun penafsiran terhadap hasilnya. Data
yang dihimpun berupa buku-buku atau literatur, pendapat, tanggapan,
informasi, konsep-konsep dan keterangan yang berbentuk uraian dalam

mengungkapkan sebuah masalah.*

B. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan sejarah (historical approach),
yaitu suatu pendekatan terhadap teks al-Quran dengan melakukan telaah
terhadap kondisi sosial masyarakat Arab yang melatarbelakangi turunnya
suatu ayat. Dalam ilmu tafsir al-Quran sejarah atau suatu kejadian tertentu
atau pertanyaan-pertanyaan orang Arab yang hidup pada masa Rasulullah
Saw. yang melatarbelakangi turunnya ayat al-Quran dikenal asbab al-nuzul.
Dalam mengkaji teks al-Quran yang berkenaan dengan mahar, penelitian ini
akan difokuskan untuk menelaah sejarah yang memediasi turunnya ayat atau

asbab al-nuzul.

*®*Hadari Nawawi, Metode Penelitian llmiah. (Jakarta: Rineka Cipta, 1994), him 176.
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C. Sumber Data

Sumber data adalah segala sesuatu yang dapat memberikan informasi

mengenai data. Berdasarkan sumbernya data dibedakan menjadi dua, yaitu

data primer dan data sekunder.

a.

Sumber data primer dalam penelitian ini diperoleh dari bahan pustaka
yang berisikan pengetahuan ilmiah tentang makna kesederhanaan mahar
serta fakta-fakta sosial masyarakat Arab yang melatarbelakangi praktik
pemberian mahar. Sumber data yang dimaksud adalah berupa kitab-kitab
tafsir al-Quran yang memiliki kecenderungan penarikan kesimpulan pada
hukum-hukum fikih. Selain itu, kitab-kitab tafsir tersebut dipilih karena
pendekatan tafsirnya pada analisis kebahasaan dan sejarah, serta tidak
mengesampingkan konstruksi sosial masyarakat Arab pada waktu itu dan

masyarakat modern sekrang. Di antara kitab-kitab tersebut adalah:

Tafsir“al-Quran al-Hakim (Tafsir al-Manar)” karya Muhammad

Rasyid Ridho (w 1935 M).

- Tafsir “al-Tahrir wa al-Tanwir,” karya Muhammad al-Thahir ibn
‘Asyur (w 1973M / 1393 H).

- Tafsir “Fii Dzilali al-Quran” karya Sayid Quthub (w 1966 M)

- Tafsir “Al-Sya'rawi Al-Khawatir” karya Muhammad Mutawalli al-
Sya'rawi (w 1998 M / 1419 H).

- Tafsir “al-Munir” karya Prof. Dr. Wahbah Zuhaili (w 2015 M)

- Tafsir “al-Tafsir al-Wasit li al-Quran al-Karim” karya Muhammad

Sayyid Tantawi (w 2010 M)

61



D.

- Tafsir “al-Azhar” karya Abdul Karim Amrullah (HAMKA) wafat
tahun 1981 M.

- Tafsir “al-Misbah; Pesan, Kesan dan Keserasian al-Qur’an” karya
M.Quraish Shihab.

b. Sumber data sekunder adalah data yang berfungsi sebagai pelengkap dan
pendukung sumber primer.*” Sumber data pendukung ini peneliti ambil
melalui literatur-literatur terkait dengan asas kesederhanaan mahar dalam
al-Qur’an, baik berupa kitab-kitab hadis, buku-buku, jurnal penelitian

maupun berupa situs internet.

Metode Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini, teknik pengumpulan data yang akan peneliti
gunakan adalah metode dokumentasi. Peneliti menggunakan metode ini untuk
mencari dan mengumpulkan data dengan cara membaca, menelaah serta
memahami teks al-Quran tentang makna kesederhanaan mahar melalui
sumber data primer berupa kitab-kitab tafsir dan sumber data sekunder berupa
kitab-kitab hadis, buku-buku, jurnal penelitian dan sumber lainnya yang

memiliki objek pemabahasan yang sama tentang asas kesederhanaan mahar.

Teknik Pengolahan Data
Data yang diperoleh melalui sumber data primer dan sekunder akan

diolah dengan melakukan langkah-langkah sebagai berikut:

51.

*" Bambang Waluyo, Penelitian Hukum Dalam Praktek (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), him
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a. Edit
Langkah pertama dalam pengolahan data adalah dengan cara melakukan
editting. Dalam penelitian ini, peneliti mengecek kembali data-data yang
telah diperolen melalui sumber data primer berupa kitab-kitab tafsir dan
sumber data sekunder berupa Kkitab-kitab hadis, buku-buku, jurnal
peneltian dan dari sumber lainnya yang berkaitan dengan asas
kesederhanaan mahar dalam al-Quran. Langkah ini dilakukan untuk
mengetahui apakah data dan informasi yang diperoleh sudah cukup atau
masih memerlukan data-data tambahan sebagai pendukung.

b. Classifikasi
Classifikasi merupakan sebuah cara dalam penelitian yang membantu
untuk mempermudah melakukan analisis dan mengklasifikasikan data-data
yang sudah terkumpul berupa keterangan tafsir al-Quran yang memiliki
implikasi makna pada asas kesederhanaan mahar. Dalam peneltian ini
peneliti menelaah secara mendalam seluruh bahan data yang berkaitan
dengan asas kesederhanaan mahar dalam al-Quran berupa kitab-kitab
tafsir, kitab-kitab hadis, buku-buku, jurnal peneltian dan sumber lainya.
Setelah langkah menelaah bahan data dilakukan, kemudian peneliti
mengklasifikasikan ke dalam kategori sumber data primer dan sekunder
guna mempermudah peneliti dalam melakukan analisis data.

c. Verifikasi
Pada tahapan verifikasi ini, peneliti melakukan pengecekan kembali

terhadap data-data yang telah terkumpul dari hasil membaca serta
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menelaah literatur-literatur yang berkenaan dengan asas kesederhanaan
mahar dengan tujuan untuk memperoleh sebuah validitas data atau
keabsahan data.

. Analisis

Setelah ketiga tahapan di atas dilakukan, langkah selanjutnya adalah
analisis terhadap data-data yang telah terkumpulkan dari berbagai literatur
yang berkaitan dengan asas kesederhanaan mahar. Adapun metode analisis
yang digunakan dalam penelitian ini berupa analisis deskriptif kualitatif
atau analisis isi (content analysis), yaitu analisis yang dilakukan dengan
cara menggambarkan keadaan dengan kata-kata narasi atau kalimat dari
hasil pengumpulan data melalui literatur-literatur yang berkaitan dengan
asas kesederhanaan mahar. Adapun teknik analisis ini dilakukan dengan
menekankan pada lima prinsip dasar seorang peneliti yang terdapat dalam
Hermeneutika Otoritatif sebagai berikut:

1. Kejujuran (honesty)

Untuk menjaga prinsip kejujuran, maka dalam mencari dan menetapkan
makna sebuah teks peneliti menekankan pengkajian terhadap historis yang
melatarbelakangi turunnya ayat al-Quran dengan tetap mempertimbangkan
konteks dimana peneliti berada sekarang tanpa kecenderungan terhadap
mazhab dan ideologi tertentu.

2. Kesungguhan (diligence)

Untuk menunjukkan makna kesungguhan dalam peneltian ini, peneliti

tidak hanya mengkaji makna kesederhanaan mahar berdasarkan teks al-
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Quran, tetapi juga mempertimbangkan konteks sosio-kultural masyarakat
di sekitar peneliti. Kesungguhan dalam penelitian ini juga dibuktikan
dengan melakukan pengkajian terhadap teks hadis/sunnah Nabi
Muhammad Saw yang terkait dengan kesederhanaan mahar secara
proporsional. Tetapi pada batas tertentu teks hadis/sunnah tetap
diposisikan sebagai data pendukung (data sekunder).

3. Komprehensifitas (comprehensiveness)

Agar menunjukkan komprehensifitas analisis terhadap teks al-Quran
tentang asas kesederhanaan mahar, maka peneliti melakukan pengkajian
terhadap pendapat ahli tafsir tentang makna nihlah dan shadug. Historis
atau peristiwva yang melatarbelakangi turunnya ayat tersebut dijadikan
sebagai acuan dalam mengkaji makna teks QS. Annisa’: 4, serta
menjadikan konteks peneliti sebagai bahan pertimbangan untuk
menetapkan suatu makna.

4. Rasionalitas (reasonableness)

Adapun langkah yang akan dilkukan peneliti dalam prinsip ini adalah
mengamati dan mengkaji latar belakang turunnya ayat (asbab al-nuziil)
melalui pendekatan historis. Kemudian melakukan suatu komparasi
kontekstual mahar dengan ayat lain dan/atau dengan hadis tentang mahar.
Dengan langkah ini peneliti dapat mengetahui konteks yang
melatarbelakangi turunnya ayat serta praktik pemberian mahar secara

komprehensif.
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5. Pengendalian diri (self-restraint)

Tahapan yang kelima ini dilakukkan untuk menjauhkan subjektifitas
peneliti dari segala kencenderungan penafsiran terhadap ayat al-Quran.
Langkah ini dilakukan dengan cara melakukan pembacaan terhadap kitab-
kitab tafsir, serta menguatkan pemahaman melalui tela’ah terhadap hadis-
hadis Nabi Saw terkait dengan mahar.

. Kesimpulan (Conclusion)

Setelah keempat langkah-langkah di atas dilakukan, maka tahapan terakhir
adalah conclusion atau penarikan kesimpulan. Langkah ini dilakukan
dengan tujuan agar dapat diketahui jawaban-jawaban dari permasalahan
yang menjadi fokus kajian dalam penelitian ini. Dalam penelitian ini,
peneliti menarik kesimpulan dari analisis terhadap data-data yang

berkaitan dengan asas kesederhanaan mahar.
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BAB IV

MAHAR DALAM QS. ANNISA’” AYAT 4 DAN 20

Makna Mahar @sia)l dan dsd! (QS. Annisa’: 4)

Dalam al-Quran tidak ditemukan satu pun ayat yang berdasarkan
dalalat al-nash (petunjuk lafal) menjelaskan kesederhanaan mahar. Namun
demikian, dalam al-Quran terdapat banyak ayat yang berbicara mengenai
konsep mahar secara umum. Seperti yang terdapat dalam QS. Annisa’ ayat 4
yang berbunyi:

2 L 28 9z M , 2c o . C ZTor o w44 ¢ A

o Bt 85108 Ll 4 o 22 28T Gl DB EIZ 220605 51 14Ty
“Berikanlah maskawin (mahar) kepada wanita (yang kamu nikahi) sebagai
pemberian dengan penuh kerelaan. Kemudian jika mereka menyerahkan
kepada kamu sebagian dari maskawin itu dengan senang hati, Maka
makanlah (ambillah) pemberian itu (sebagai makanan) yang sedap lagi baik
akibatnya.”*®(QS. An-Nisaa’: 4).

Dalam kitab Mufrad al-fadh al-Quran, Al-Raghib Al-Ashfahani (wafat
502 H/ 1108 M) menjelaskan perihal tafsir ayat di atas:

s O e R e
o o Ay, el ATy e i S Y 4T G J Cilog e 2aSE 0diab L B3,
S BT 3 LAY B s B oy i ald 5 0 ald s BN Gl

”495 L . % o4
L}La sz}fa g)j.ﬁ

*®Departemen Agama RI, al-Quran dan Terjemahnya (Jakarta: Yayasan Penyelenggara

Penterjemah/Penafsir al-Quran, 1971), him 115.

* Al-Husein bin Muhammad bin Al-Mufadhal Al-Raghib Al-Ishfihani, Al-Mufradat fi

Gharib al-Quran, (Riyadh, Dar Al-Wathan, 2003), 111, him 1095-1096.
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(nihlahmerupakan istilan pemberian yang tidak mengharapkan suatu
balasan. Bagi saya, kata tersebut berasal dari al-nahlu (lebah), sehingga
seakan-akan orang akan berkata: ‘“saya memberikan sesuatu seperti
pemberian lebah.” Perumpaan yang demikian —sebagaimana yang
dimaksudkan oleh para ahli hukum- dikarenakan lebah bukan suatu hal yang
mudlarat, bahkan lebah dapat memberikan manfaat besar... istilah nihlah
lebih khusus dari hibah. Sebab semua hibah dikatakan nihlah, tapi tidak
semua nihlah dikatakan hibah. Dengan demikian, shadaq dikatakan nihlah
sebab sifat pemberian ini tidak mengharuskan adanya timbal-balik berupa

mater/harta.”

Mahar dalam penafsiran Al-Raghib Al-Ashfahani terhadap kata
shadag dan nihlah dianalogikan dengan sifat lebah yang selalu memberi
manfaat dan tidak pernah menjadi sesuatu yang mud/arat (bahaya). Dalam
kehidupannya, lebah membantu penyerbukan (proses pernikahan) yang
terjadi antar bunga. Selain bertindak sama seperti hal penghulu yang
mengawinkan manusia, lebah memiliki manfaat besar untuk penyembuhan
berupa madu yang dihasilkannya. Segala bentuk prilaku lebah tersebut
merupakan suatu pengorbanan yang dilakukannya dengan tidak
mengharapkan balas jasa. Sekalipun lebah mengisap madu bunga, tetapi pada
hakikatnya akan dikembalikan dalam bentuk manfaat yang lain (madu).
Persamaan shadag dan lebah terletak pada sifatnya yang merupakan

pemberian tanpa mengharapkan suatu imbalan. Al-Ashfahani mengatakan

s LAY 61\ &3l (pemberian tanpa ada imbalan).SO

Dalam menafsirkan kata shadag dan nihlah, Muhammad Rashyid
Ridha (1865-1935 M) menekankan pentingnya mempertimbangkan posisi

perempuan dalam konstruksi sosial masyarakat. Rashyid Ridha menolak

%0 Al-Ashfahani, Al-Mufradat fi Gharib..., |11, him 1095.
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pandangan sebagian fugaha’(ahli figih) yang mengatakan bahwa mahar
seperti halnya komoditas dalam jual beli yang dapat ditukar dengan

perempuan.

0 Jsx A A5 bl B b shs it @ 2wy Ji Ma BlL 2R SEL
el Oghad 5l iy ) grd) g JBT gaa sl Vi ¥ Las & "M;jfjj cu‘u:_: b
(BT el G L &) S A g ) p el 55 sl G1ik) O e clgaldl
e OF gh Bl O s 06 42 106 AWiseag)ls 3 cansts 51 G ala 5 Lidls
s 52 Y i Loty D i 3 b a5 (G dlog el o0 e T sl
ik o o0 1 UGSy pe JE gl W Ot s pliaddly (it s kS

9951 /. 2 éSB \é\:ﬁi\:ﬁ éjj}\
“Shadugat jamak Shadugah berarti suatu pemberian kepada istri sebelum
dukhul (senggama) atas dasar suka-rela. Pengertian tersebut menunjukkan
bahwa pemberian yang dimaksudkan bukan sebagai alat tukar kesenangan
biologis seperti yang dikatakan sebagian fugaha’, sebab hubungan suami-
istri sangat tinggi dan mulia. Karena itu al-Qur 'an menyebutkan kata nihlah
sebagai pemberian yang menjadi simbol kasihsayang, hubungan kedekatan,
dan dapat memperkuat ikatan kasihsayang. Hukum pemberian ini adalah

wajib yang tidak bisa dinego atau tawar-menawar sebagaimana dalam
transaksi jual-beli. ”

Menurut Rashyid Ridha, kata shadugat digunakan untuk istilah
pemberian kepada perempuan sebelum dukhul (hubungan seksual) atas dasar
kesadaran diri. Pemahaman Rashyid Ridha terhadap penafsiran kata shaduqat
menunjukkan bahwa kedudukan mahar lebih tinggi dan mulia dari sekadar
alat tukar seperti yang dipahami oleh sebagian fugaha”. Apalagi ditinjau dari
aspek hubungan suami-istri, mahar dalam kacamata pemikiran murid
Muhammad Abduh ini merupakan simbol kasih sayang yang berfungsi untuk

merekat tali kekerabatan dan membangun kehidupan keluarga yang harmonis.

5! Muhammad Rasyid Ridha, Tafsir al-Quran al-Hakim (Tafsir al-Manar), (Mesir, al-Haiah
al-Mishriyyah al'amah, 1990), IV, him 308.

69



Oleh karena itu, kewajiban dalam memberikan mahar tidak dapat dinegosiasi

(tawar-menawar) layaknya dalam jual beli.®?

Kata 1575 yang menunjukkan makna perintah memberikan mahar pada
ayat tersebut (% £261% <Ll 1875) menurut Rashyid Ridha mengandung dua
pengertian. Pertama, J&Au d5¢2)) artinya pemberian yang dilakukan secara

kontan, tidak tertunda pada tempo tertentu. Konsekuensi dari pengerti ini

adalah munculnya silang pendapat sebagian ulama fikih yang mengatakan

bahwa mahar termasuk rukun nikah.>® Kedua, ;a2 301 yaitu pemberian

yang harus dilaksanakan dengan bentuk dan kadar yang diketahui. Pengertian
kedua yang disampaikan murid tokoh modernisme Muhammad Abduh ini
mengindikasikan bahwa mahar harus disebutkan dalam akad sekalipun tidak

diberikan saat akad berlangsung.

Terkait dengan makna kata i%, Rashyid Ridha mengutip beberapa

riwayat dari para ahli tafsir, di antaranya:>*

1. Qatadah, mengatakan bahwa kata i berarti ;56 24y i3 yaitu suatu

kewajiban yang dibebankan kepada suami.

52 Ridha, Tafsir al-Quran..., 1V, him 308.

53 Abdul Aziz bin Bazizah, Raudhah al-Mustabin fi Syafrh Kitab al-Talgin, (Saudi, Dar lbn
Hazm, 2010), 1, him 744.

% Ridha, Tafsir al-Quran al-Hakim 1V, him 307.
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2. Ibn Juraih, menafsirkan kata 4% sebagai pemberian wajib yang ditentukan
jenis dan kadarnya sl i, 3,
3. Ibnu Jarir, mengutip pendapat ibn Abbas bahwa kata &% ditafsirkan

sebagai mahar ( :a)!).

Dari beberapa pendapat ahli tafsir yang dinukil dalam kitab tafsir al-

Manar, Rashyid Ridha memberikan sebuah kesimpulan terkait makna kata &%

dengan berkata:

jS; 3z L :,3 3;9 4k o,:j :)L;:ﬁ\ A 5: G gsl'/‘ 213 2 27 %S\ ST 9‘3}2‘5‘ - 3% <.} 61333“

“berdasarkan penjelasan ahli tafsir di atas, makna kata iZ merupakan
istilah untuk mengungkapkan suatu pemberian suka-rela kepada orang lain

tanpa adanya adanya balas jara.”

Berbeda halnya dengan Rashyid Ridha dalam menafsirkan kata
shadag dan nihlah, Muhammad Thahir ibn ‘Asyur (1879 - 1973 M)
memberikan pandangan penafsiran yang berbeda terkait makna dua istilah
mahar tersebut:

Ghog Lee Y o3 e M2k abadl e BN - oy Bl 35 LGN

a s ese aka Y a0 a0 il i) BAh i A
Sy E s B30 U g 2 AL G5 @ GBIy 5 Jd B B C iy, o803
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(shodug jamak shoduqgoh berarti mahar. Kata tersebut berasal dari al-shidqu
yang berarti kejujuran. Mahar disebut dengan shidqu (kejujuran) karena
merupakan suatu pemberian yang diawali suatu perjanjian untuk dipenuhi
dikemudian hari. Sedangkan kata nihlah menurut tatabahasa Arab menjadi

keterangan kata shodug, sehingga maknanya menjadi suatu pemberian tanpa
mengharap imbalan.)

Perbedaan pandangan ibn ‘Asyur dalam menafsirkan kata shadag dan
nihlah dengan ahli tafsir sebelumnya terletak pada pemahamannya tentang
makna shadag. Menurutnya, kata tersebut dibentuk dari akar kata al-shidqu
(kejujuran). Penafsiran kata shadag dengan kata al-shidqu dikarenakan mahar
merupakan suatu pemberian yang diawali suatu perjanjian oleh seorang suami

dalam akad pernikahan untuk memberikannya kepada calon istri.

56/12; 20 B3 1 g hog Bee Y Gl o B2 B 28 R
(shadaq berarti mahar, asal katanya adalah al-shidqu, dikarenakan
pemberian ini diawali suatu perjanjian sehingga pemberi harus
menunaikannya)
Dengan menafsirkan kata shadug sebagaimana kata dasarnya yaitu al-
shidqu yang berarti kejujuran, maka mahar dalam pemikiran tafsir ibn ‘Asyur
berarti suatu pemberian yang dilakukan seorang suami atas dasar kejujuran.

Prinsip kejujuran dalam mahar tidak hanya terbatas pada kesungguhan untuk

memenuhi mahar, tetapi juga dalam menentukan kadar dan jenis mahar

> Muhammad Thahir ibn ‘Asyur, al- Tahrir wa al- Tanwir, Tahrir al-Ma'na al-Sadid wa
Tanwir al-Agli al-Jadid min Tafsir al-Kitab al-Majid, (Tunis: Dar al-Tunisiyah, 1984), IV, him
230.

% ibn Asyur, al-Tabhrir..., IV, him 230.
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seorang suami harus bersikap jujur terhadap peran dan fungsi mahar bagi
seorang perempuan.®’

Metode penafsiran ibnu ‘ Asyur terhadap kata shadug dan nihlah, tidak
hanya berfokus pada apa yang tampak di balik teks. Aspek tata bahasa Arab
serta pengaruhnya dalam memainkan makna suatu lafal merupakan sisi lain
yang juga perlu mendapatkan perhatian yang serius dan proposrsional.
Terkait penafsiran kata shadug, ibn ‘Asyur memberikan penafsiran dengan
mempertimbangkan posisi kata nihlah dalam struktur kalimat.

g sl BY 8 g S5, U £ 2 2o s ¢ (GRBIy 2 U o EI2 e
e £33 06 Y el e Gyl A2 5% O 385 el %0 HE o i
/ S ek &l ;LA!\

(kata = dengan dibaca fathah menjadi Aal/ dari kata sstiz. Hal boleh terdiri

dari kata tunggul sekalipun shahibulhal kata jamak, sebab kata nihlah
merupakan jenis kata yang maknanya mencakup semua kata tunggal. Selain
menjadi hal nihiah dapat dibaca fathah sebagai mashdar yang mejelaskan
kata i 7yang berarti suatu jenis pemberian untuk memuliakan.”

Dengan metode penafsiran yang mempertimbangkan pemahaman
terhadap tata bahasa Arab, maka terkait dengana makna kata shadug dan
nihlah ibn ‘Asyur memberikan suatu kesimpulan dengan mengatakan:

Sah o 3yl ) 6 G5 s el e SBILY By 2 L6 "
ST s el i 20k shally asi Me 280 B0 (i L 5T Sl g

oze DU ot 35 UG Dose @ 05 OF 2 31 Gy i) G skt J355 aanas

%7 Sebab pemberian mahar menurut ibnu Asyur adalah sebentuk sikap syariat Islam untuk

memuliakan seorang perempuan. Pemahaman ini berdasarkan penafsirannya terhadap kata shadaq
yang menurutnya merupakan suatu pemberian bersifat nihlah (pemberian suka rela). Lihat
keterangannya di al-Tahrir wa al-Tanwir, 1V, 231. Kemudian bandingkan dengan pemikiran tafsir
Rasyid Ridla dalam al-Manar, IV, him 308.
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(shadugat dikatakan nihlah untuk membedakan dari pemberian-pemberian
lainnya yang bersifat transaksional, sehingga dapat melahirkan suatu
anggapan bahwa mahar merupakan hadiah. Mahar bukan alat tukar yang
mengharuskan adanya timbal balik jasa ketika diserah-terimakan.
Sedangkan pernikahan merupakan suatu akad untuk menjalin hubungan baik,
keharmonisan, dan salilng memenuhi hak dan kewajiban. Tujuan pernikahan
tersebut lebih agung dan mulia dibandingkan dengan suatu akad
transaksional. Dan andaikan mahar dijadikan alat transaksional, maka
tentuu nilainya akan melambung tinggi sesuai dengan manfaat yang
diberikan seorang perempuan. Allah menjadikan mahar sebagai suatu
pemberian wajib oleh suami yang bertujuan untuk memuliakan istrinya.)
Berdasarkan pemikiran penafsiran ibn ‘Asyur terhadap kata shadig
dan nihlah, maka tujuan syariat Islam mewajibkan mahar adalah sebagai

bentuk penghormatan dan memuliakan perempuan. Kata shadug berarti

mahar (35l 25 :82%05), sedangkan kata nihlah merupakan keterangan dari
kata shadug yang berarti pemberian tanpa mengharapkan suatu balasan ( izl

P35 Mab ). Sehingga mahar tidak dapat dikatakan dan disamakan dengan

alat tukar dalam akad transaksional. Apalagi jika ditinjau dari tujuan
pernikahan itu sendiri, maka mahar memiliki posisi yang sangat tinggi dan
mulia dalam akad pernikahan.

Terkait dengan penafsiran kata shadug dan nihlah dalam surah
Annisa’ ayat 4 ini, Sayyid Quthub ( 1906 - 1966 M ) mengatakan bahwa ayat
tersebut diturunkan untuk menghapus kebiasaan buruk masyarakat Arab

sebelum Islam datang.

% ibn Asyur, al-Tahrir..., IV, him 230-231.
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(ayat ini diturunkan untuk menetapkan mahar sebagai hak individu seorang
perempuan, sekaligus untuk memberikan informasi tentang perlakuan
masyarakat Arab Jahiliyah terhadap hak tersebut. Pertama, mereka
menganggap anak gadis seperti komoditas yang diperjualbelikan, sehingga
mahar menjadi hak milik seorang wali. Kedua, dalam pernikahan syighar
(pernikahan yang terjadi jika seorang wali menikahkan anak gadisnya
dengan lelaki lain yang bersedia menikahkan anak gadisnya dengan wali
anak gadis pertama) tukar-menukar anak gadis dijadikan kompensasi
mahar...... kata #< berarti pemberian yang dilakukan dengan ikhlash yang

didorong oleh kerelaan pribadi seorang laki-laki. Namun jika seorang istri
kemudian merelakannya, maka seorang suami boleh mengambil sebagian
atau semua mahar tersebut. Dengan demikian, hubungan antara suami istri
dalam hal mahar adalah persoalaan kerelaan, kesadaran penuh, serta
kemurahan hati dari kedua belah pihak.)

Sebagaimana dijelaskan Sayyid Quthub di atas, kata nihlah

merupakan pemberian murni/ikhlas (Lz>Ua) il is) kepada orang yang

berhak menerimanya yang dilakukan atas dasar suka-rela. Jika kata shadug
(mahar) dimaksudkan Sayyid Quthub dengan kata nihlah, maka berarti mahar
merupakan suatu pemberian murni/ikhlas tanpa mengharapkan suatu balasan

kepada seorang istri. Prinsip pemberian ini harus didasarkan kepada dua hal:

% sayyid Quthub, Tafsir la-Quran Fi Dhilali al-Quran, (Kairo, Dar al-Syurug, 2003), I,
him 585.
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kesadaran diri (_-& b ) dan suka-rela ( = £53). Dengan memperhatikan

dua hal tersebut, maka dalam menentukan mahar tentunya tidak sampai
memberatkan pihak suami bahkan dapat menumbuhkan rasa suka-rela di hati
seorang istri.

Tidak jauh berbeda dengan pemikiran tafsir yang dilakukan Sayyid
Quthub, dalam kitab tafsir al-Khawathir, Mutawalli al-Sya’rawi(1911 — 1998
M) mengatakan bahwa mahar tidak terbatas pada persoalan pemberian.
Mahar merupakan hak yang menjadi investasi ekonomi seorang perempuan.
s G 8 Y tlee GG 8y Al o VY 5 Gl e TEGILY o Sl
ol (S2 Y 35 B ool AL S al oy o8B o gt of B4 0 STy oy

ekl » als
(yang dimaksudkan al-Qur’an dengan kata shoduqatihinna adalah mahar,
sementara nihlah artinya pemberian. Apakah shadag (mahar) berarti
pemberian? Tidak. Mahar adalah hak ekonomi dan imbalan atas sesuatu.
Allah Saw ingin menjelaskan kepada kita, bahwa mahar itu sebagai suatu
pemberian suka-rela).

Kata shadug berarti mahar. Sedangkan nihlah berarti pemberian.
Menurut Al-Sya’rawi mahar tidak hanya sebatas pemberian. Mahar adalah
persoalan hak dan imbalan atas manfaat yang diperoleh suami dalam
pernikahan. Terkait dengan mahar sebagai suatu imbalan, Mutawalli
menjelaskan:
¢z g S gl aeed adatt o Vol e ml g (R 2 3 4 glaziyly
o o d W) ST il 3 b SUlE S eds o D sl Lle Ak asl
£ 3L S 235 13 Uy (tdd et O 136 5 camiEng 1) rel) Jsk (LB o)
Banl) oo 2l OF S5 candl) e 2l By Bty 5310 U s 230 of 8 Gl

% Muhammad Mutawalli al-Sya'rawi, Tafsir Al-Sya'rawi Al-Khawatir, (ttp, Akhbar al-
Youm 1997), 1V, him 2009.
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(istimta’ adalah usaha untuk memperoleh kesenangan jiwa. Sifat kesenangan
tersebut sudah ada sejak awal proses khitbah hingga akad pernikahan selesai
dilaksanakan. Tetapi kesenangan ini bukan tujuan akhir. Karena itu, bila
seseorang menceraikan istrinya, maka ia wajib memberikan sebagian

maharnyya. Karena pihak suami telah memperolehh sebagian kesenangan,
sekalipun hubungan seksual belum pernah dilakukan)

Adapun alasan Al-Sya’rawi mengatakan mahar sebagai imbalan atas

suatu manfaat, sebab dalam pernikahan laki-laki mendapatkan kesenangan

(¢&izy)) dari perempuan yang tidak terbatas pada kesenangan biologis

semata. Lebih dari itu, seorang suami juga mendapatkan kesenangan jiwa
yang diperolehnya sejak proses awal dilakukan khithbah. Karena itu, seorang
suami yang menceraikan istrinya sebelum melakukan hubungan biologis
diwajibkan memberikan separuh mahar musamma (mahar yang disebutkan
saat akad nikah).

Sayyid Thanthawi ( 1928 — 2010 M ) dalam tafsir al-Wasith
menjelaskan perihal kata shodug dan nihlah:
U2 ]y A o st L G g = DU oy = B o { G360 | 5,

W2 Je . C}J\ e e aha J:;y\ & A 3 LY by 4 aks o

.”62ub}f 3.13\.3 3/'\./: gu:.: g/,.;./b o= ol olasi \3; ¢ 5\2)

“kata shodug (Js-=) jamak dari shaduqoh (1) bermakna sesuatu yang
diberikan kepada istri sebagai mahar. Kata tersebut dalam al-Quran

disandingkan dengan kata nihlah (4l<) yang diartikan sebagai 4z4s ix/s ils

oL Al Sya’rawi, Tafsir al Sya rawi..., him 2113
82 Muhammad Sayyid Tanthawi, Tafsir al-Wasith Li al-Quran al-Karim. (Kairo: Dar al-
Nahdhah, 1997), Il1, him 36
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4sjYyaitu suatu pemberian wajib yang harus diberikan kepada istri. Pada
dasarnya menurut kebiasaan orang Arab, kata nihlah dipakai sebagai
pemberian yang bersifat suka rela (£).”

Shodug berarti sesuatu yang diberikan kepada istri sebagai mahar.

Sedangkan kata nihlah berarti pemberian wajib yang telah ditentukan.

Dengan demikian, d% £3G1% yang dimaksudkan oleh mantan Grand Syeikh

al-Azhar Mesir tersebut adalah suatu pemberian wajib yang dibebankan

syariat kepada suami yang dilaksanakan atas dasar suka-rela ( ¢,5). Meski

pemberian ini bersifat suka rela, kedudukan dan peran mahar dalam
pernikahan tidak boleh dianggap sepele oleh siapapun.®

Adapaun menurut pakar tafsir Indonesia, Prof. Dr. Hamka ( 1908 —
1981 M ) dalam tafsir Al-Azhar mengatakan bahwa, dalam memahami kata
Shodug perlu memahami makna kata dasar pembentuk kata tersebut. Kata
Shodug mengandung sebuah perasaan kejujuran, putih hati. Dengan
dikatakan Shodug, mahar berarti sesuatu yang diberikan atas dasar kejujuran
dan hati yang jernih. Sementara kata nihlah berasal dari rumpun kata al-nahl
(lebah). Artinya, lelaki mencari harta yang halal laksana lebah mencari
kembang, yang kelak menjadi madu (manisan lebah). Hasil usaha jerih-payah
sucinya itulah yang diserhkan kepada calon isterinya.®*

Menurut pemikiran Quraish Shihab ( lahir 1944 M ) kata shadugat

bermakna maskawin. Sifat shadugat sebagai suatu pemberian kepada

% Tanthawi, Tafsir al-Wasith..., 11, him 36.
% Haji Abdul Malik Karim Amrullah, Tafsir al-Azhar, (Jakarta:Pt pustaka Panjimas, 1983)
IV, him 261-264.
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perempuan dijelaskan oleh kata berikutnya, yakni nihlah. Kata ini berarti
pemberian tulus tanpa mengharapkan sedikitpun imbalan. la juga dapat
berarti agama, pandangan hidup, sehingga maskawin yang diserahkan itu
merupakan bukti kebenaran dan ketulusan hati sang suami, yang diberikannya
tanpa mengharapkan imbalan, bahkan diberikannya karena didorong oleh
tuntunan agama atau pandangan hidupnya.®

Berdasarkan penjelasan ulama tafsir tentang makna kata Shodug dan
nihlah yang terdapat dalam surah Annisa’:4, maka makna kesederhanaan
mahar tidak hanya berkaitan dengan kuantitas/ukuran besar kecilnya mahar.
Kesederhanaan mahar juga mencakup proses yang dilakukan suami untuk

mempersiapkan mahar. Seperti yang dikatakan Sayyid Quthub, bahwa

kesederhanaan mahar mencakup tiga aspek; kerelaan ( =) ), kesadaran
(504 3w\ ), kemurahan hati (5,125\ o W) skl ) kedua pihak. Mahar

dikatakan sederhana bilamana proses memenuhi mahar tidak memberatkan
dan menyulitkan pihak laki-laki. Mahar juga harus diberikan atas dasar
kemurahan hati seorang laki dan adanya kerelaan dari pihak istri. Jika proses
pemberian mahar diluar kemampuan dan memberatkan suami, maka mahar
tidak dikatakan sederhana karena dapat menghilangkan makna nihlah sebagai

pemberian suka-rela.

% M.Quraish Shihab, Tafsir al-Misbah: Pesan, Kesan dan Keserasian al-Quran, (Lentara
Hati, 2011), Volume, 2, him 416
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B. Makna Mahar k3 (QS: Annisa’: 20)

Dalam al-Quran mahar disebutkan dengan istilah yang bebeda-beda.

Di antara nama mahar yang disebutkan al-Quran adalah kata ginthar (513)

dalam surah Annisa 20;

S0z

G i BEg 5,560 s 4, 0el w6 ks EAAS] Ty =35 O8G £35 I SN
“dan jika kamu ingin mengganti isterimu dengan isteri yang lain, sedang
kamu telah memberikan kepada seseorang di antara mereka harta yang
banyak, maka janganlah kamu mengambil kembali dari padanya barang
sedikitpun. Apakah kamu akan mengambilnya kembali dengan jalan tuduhan
yang dusta dan dengan (menanggung) dosa yang nyata?”

Sebelum berbicara soal tafsir kata ginthar, terlebih dahulu perlu kita
ketahui peristiwa yang melatarbelakangi turunnya ayat tersebut. Ada suatu
riwayat yang menceritakan protes seorang perempuan terhadap isi pidato
Amir al-Mu’minin  Umar ibn Khaththab.®® Suatu ketika Umar ra.

menyampaikan pidato di atas mimbar dan mengatakan:

b oSVl ST it e o5 of LA 3 2K 8 UG oledl B 3 U Y T

a8yl 5e 531 G U Yy ey e 3T b BALT L Ty ade B Lo B 2
(ingatlah, jangan engkau berlebihan dalam hal mahar perempuan.
Sesungguhnya, andaikan mahar itu menunjukkan suatu kemuliaan di dunia
dan ketakwaan di sisi Allah, niscaya Rasulullah Saw lebih pantas melakukan
pertama kali, namun Rasulullah Saw tidak memberikan mahar para istrinya
begitu pula anak perempuannya di atas 12 ugiyah.)

Mendengar perkataan Umar ra., seorang perempuan Quraisy spontan

berdiri dan berkata:

% Lihat keterangan tentang kisah khutbah Umar ra dalam Tafsir al Munir fi al Agidah wa al
Syari’ah wa al Manhaj karya Wahbah Zuhaili, (Damaskus: Dar al Fikr, 1418 H), 1V, 306.
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(wahai Umar, Allah telah memberikan hak mahar yang tinggi sementara
Engkau melarangnya. Tidakkah Allah berfirman: dan kalian berikan salah
satu antara mereka ginthar, maka janganlah kalian mengambil sedikitpun
dari apa yang telah kalian berikan.)

Setelah mendengarkan protes perempuan Quraisy, Umar ra kemudian
kembali ke mimbar untuk mengoreksi kembali dan meralat apa yang telah ia
sampaikan. Umar ra berkata:

il @y Lee b ol @il 018106 & ee GO iy, 3y e Ty S ot

7Y 55y el 4 cstf s
(perempuan itu benar dan saya salah. Dalam riwayat yang lain, Umar ra
kemudian naik ke mimbar dan berkata: kalian semua benar dan umar yang
salah.)

Larangan Umar ra. memberikan mahar dengan jumlah yang tinggi

menurut Ibnu ‘Asyur karena pemahamannya didasarkan pada dilalah isyarah

ayat tersebut. Dalam syariat Islam, segala bentuk mughalah (syi) atau sikap

belebihan, pemborosan, memaksakan kehendak menjadi ‘illah (sebab) yang
memberi dampak pada adanya hukum larangan/haram. Sehingga kata ginthar

menurut pemahaman Umar ra. termasuk dalam kategori mughalah (syza))

yang dilarang dalam ajaran Islam.®’
Kata ginthar dalam tafsir al-Manar berarti harta yang banyak. Terkait

makna tersebut Rashyid Ridha mengatakan:

*"ibn Asyur, al- Tahrir, .1V, him 289
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(jika engkau ingin mencerai istrimu dan menikah dengan perempuan lain,
sedangkan engkau telah memberikannya harta yang banyak, maka jangan
engkau ambil sedikitpun darinya.)

Menurut Rashyid Ridha, larangan mengambil sebagian mahar ginthar
dikarenakan keinginan untuk menceraikan dan menggantikan posisi istri
pertama dengan perempuan lain didasarkan atas kehendak sepihak suami
yang mengikuti hawa nafsunya. Sementara itu, istri yang dicerainya
merupakan istri yang ta’at dan tidak pernah melakukan hal-hal yang dilarang

syariat. Hal ini dijelaskan Ridha dengan mengatakan:

3% 15Y o Wk o 0ames ) 1KY el 5,55 3 L4 o B3 L el L
(....maka jangan engkau mengambil sedikitpun darinya, sebab engkau telah
menggantikan posisinya atas dasar hawa nafsumu, dan tanpa adanya alasan
yang dibenarkan syariat yang memperbolehkan engkau mengambil
sebagiannya...)

> ¥

Menurut ibnu Asyur Kkata ginthar merupakan istilah mahar yang

memiliki makna hiperbolis (22). Dalam tafsir al-Tahrir wa al-Tanwir yang

merupakan karya monumentalnya mengatakan:

I sty Bl 1R RS Y Bl B Lt Jud k. o B i skt
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(kata ginthar menunjukkan makna mubalaghah (membesar-besarkan) kadar
mahar dengan nilai fantastis yang tidak dapat diperkirakan besarnya. Sifat
mubalaghah ini menunjukkan kebolehan memberikan mahar dengan bentuk

ginthar, sebab jika dilarang maka niscaya Allah tidak menjadikannya
perumpamaan untuk mahar.)

% Ridha, Tafsir al-Quran..., IV, him 375.
% ibn *Asyur, al- Tahrr...,1\V, him 289.
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Terkait dengan besaran kadar ginthar, dalam surah Ali ‘Imran: 14 ibnu

Asyur mengatakan:

Jb, 8L du s OF she i 20 ax 4l Gl e pidies B el e L B8 165
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(di kalangan orang Arab, ginthar merupakan suatu timbangan atau nilai
kekayaan yang dimiliki seseorang dengan kadar hingga 100 rithl perak.
Mereka mengatakan seseorang memiliki ginthar jika hartanya mencapai 12
ribu dinar, yait setera dengan ukuran ginthar dari perak. Ada juga yang
mengatakan bahwa ukuran ginthar setara dengan 100 ribu dinar emas
-\71
murni.)

Hampir sama dengan penafsiran ibn ‘Asyur, Mutawalli al-Syar’rawi

mengatakan:

NEATTON G55 lady L oadll e o 2 o u);-u sy 1Sy «ady asls
(kata ginthar dan kata gintharah digunakan untuk sesuatu yang sangat besar.
Makna gintharyang dimaksudkan di sini adalah harta.)
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(ginthar yang kita kenal sekarang adalah ukurang timbangan. Ketika mahar

dikatakan ginthar maka yang dimaksudkan adalah mahar dengan kadar yang
sangat besar)

Dalam tafsir al-Wasith, dijelaskan bahwa kata gintharpada dasarnya

digunakan untuk sebuah bangunan yang sangat tinggi:

% ibn Asyur, al- Tahrir..., N1, him 181.
™' Menurut timbangan emas saat ini, satu dinar setara dengan 4.25 gram emas. Dengan

mengatakan kadar ginthar setara dengan 100 ribu dinar, maka artinya 100 ribu x 4.25 gram. Tentu
jumlah ini sangat fantastis untuk dijadikan ukuran mahar pernikahan. lihat keterangan kadar dinar
dalam http://geraidinar.com/fag-bottom/227-dinar-emas-22-karat-atau-24-karat-kah, (dilansir pada
25 Februari 2009)

"2 Al-Sya’rawi, Tafsir..., IV, him 2085.
3 Al-Sya’rawi, Tafsir..., IV, him 2085
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(Istilah ginthar besal dari perkataan: saya membuat sesuatu seperti ginthar
artinya saya meninggikannya. Kata yang serumpun dengannya adalah
gintharah yang berarti bangunan yang tinggi. Sementara yang dimaksudkan
dengan ginthar di sini adalah harta yang sangat banyat yang diberikan
seorang laki-laki kepada perempuan sebagai mahar)

Dari penjelasan beberapa ahli tafsir di atas, maka makna kata shodag,

nihlah dan ginthardapat dipahami melalui tabel berikut:

Tabel 3.1: Pendapat mufassir tentang makna Shodug, nihlah dan ginthar

Nama Kitab Shodug Nihlah Qinthar Perbedaan
Tafsir (929 (49 ( Maid) Penafsiran
= B an Bl | dady dal ike | S0 JU Gf i | Menjelaskan
Gxy Ly - D O a3 Ay Szl b Je ma:<r||a. ayat
: melalui
SN e gl | e ikl o Lo ~ (qinthar | - lisis
| (shodug  jamak o o | EFLINYR harta | | e ahasaan
Lews) i | dari  shadugoh (yaitu suatu b I_yang dan  asbabun
L dengan  dibaca | pemperian h eriimpan | zul sebagai
(&3 =) | dhommah berarti wajib  yang | "2 - dy_i”g metode dalam
suatu  pemberian | narus diberikan ”abl AN menggali
kepada istri yang | kepada istri sebagal | makna ayat al-
dijadikan sebagai | gtas dasar fjabgr) Qur’an.
mahar) suka-rela)
" Thanthawi, Tafsir al- Wasith..., |11, him 94.
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shodugoh dengan
dibaca dhommah,

serumpun dengan
kata shodag yang

berarti  sesuatu
yang diberikan
kepada
perempuan
sebelum  dukhul
(senggama) atas
dasar kesadaran
diri seorang laki-
laki.”
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(nihlah
merupakan istilah
yang digunakan
untuk sesuatu
yang diserahkan
seseorang

sebagali
pemberian)

tanda

A Jud iz
(ginthar adalah
istilan  untuk
harta yang
sangat banyak)

Menjelaskan

makna ayat
tentang mahar
dengan berpijak
kepada aspek
konstruk  sosial
masyarakat,

kebahasaan dan

sejarah (ashabun
nuzul)
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(dengan
disandingkan
kata nihlah,
maka shodaq
berarti suatu
pemberian yang
dilakukan tanpa
adanya suatu
timbal balik

berupa harta)
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(nihlah suatu
pemberian  atas
dasar tabarru’
(suka-rela).

Nihlah  berasal
dari kata nahl
(lebah), artinya

bahwa pemberian
ini seperti prilaku

Menguraikan
makna ayat al-
Qur’an  tentang
mahar
berdasarkan
aspek
kebahasaan.
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lebah yang
meberikan banyak
manfaat dan
pengobatan
sebagaimana
dijelaskan  Allah
dalam al-Qur’an)

S > Glall
Yy Leid ol
ey M ety
IRV RV WO
SN azdd enads

Y Ll AP

(shodag adalah
hak pribadi
seorang

perempuan yang
tidak boleh
diambil oleh

walinya. Dalam
akad pernikahan,
shodaq harus
disebutkan  dan
ditentukan
sehingga
perempuan dapat
mengambil
haknya tersebut
sesuai apa
adanya)
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(pemberian atas

dasar keikhlasan
yang dilakukan

berdasarkan
kesadaran diri...,
maka terkait
dengan
pemberian ini
hubungan suami
istri harus

dibangun atas
dasar kerelaan,
kesadaran penuh,
serta kemurahan
hati dari kedua
belah pihak)

Menafsirkan ayat
al-Qur’an dengan
pendekatan adab
(sastra),  sosio-

kultural yang
melatari
sejarah/peristiwa
turunnya al-

Qur’an (asbabun
nuzul)
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(HAMKA) | perasaan Artinya, lelaki Qur’an
kejujuran, putih | mencari harta
hati. Dengan | yang halal
dikatakan laksana lebah
Shodug, mahar | mencari
berarti  sesuatu | kembang, yang
yang diberikan | kelak menjadi
atas dasar | madu  (manisan
kejujuran dan | lebah). Hasil
hati yang jernih. | usaha jerih-payah
sucinya itulah
yang  diserhkan
kepada calon
isterinya.

kata shadugat | Nihlahberarti

bermakna pemberian  tulus

maskawin tanpa
mengharapkan
sedikitpun

Tafsir Al- imbalan. la juga

Mishbah berarti  agama,

(M. pandangan hidup,

Quraish sehingga

Shihab) maskawin  yang

diserahkan itu

merupakan bukti
kebenaran dan
ketulusan hati
sang suami.
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C. Makna Kesederhanaan Mahar dalam QS. Annisa’: 4 dan 20

Mahar dalam al-Quran surah Annisa’ ayat 4 disebut shaduq (&si%).

Menurut Al-Raghib Al-Ashfahani kata tersebut berarti mahar. Sedangkan
kata nihlah dalam pemikiran tafsir Al-Ashfahani dan Hamka berasal dari kata
al-nahl (lebah). Sebagaimana sifat lebah, nihlah merupakan suatu pemberian
non transaksional. Letak kesamaan dalam analogi nihla dan lebah terdapat
pada sifat kemanfaatan yang diberikan tanpa harus mengharap imbalan.
Dalam pemikiran Al-Ashfahani dan Hamka, penafsiran kata nihlah lebih
menekankan pada makna kemanfaatan mahar. Sehingga kesederhanaa mahar
dalam kacamata pemikiran tafsir kedua tokoh tersebut tidak dapat dilepaskan
dari makna kemanfaatan mahar itu sendiri.

Mahar tidak dapat disamakan dengan alat tukar seperti dalam akad
transaksional lainnya. Dalam suatu traksaksi yang bersifat komersial,
kesederhanaan tidak menjadi pertimbangan untuk mencapai suatu
keberhasilan. Sebab tujuan utamanya mencari keuntungan sebesar-besarnya.
Sedangkan tujuan dari akad pernikahan sebagaimana dijelaskan ibnu Asyur
untuk membangun hubungan yang baik, harmonis dan saling memenuhi hak
dan kewajiban suami-istri.

G o 6 anks 5ol Sy Saeal L A g o o e £ 5g0

e e 055 O 5 ST Ellig cisgl
(Sedangkan pernikahan merupakan suatu akad untuk menjalin hubungan
baik, keharmonisan, dan salilng memenuhi hak dan kewajiban. Tujuan

pernikahan tersebut lebih agung dan mulia dibandingkan dengan suatu akad
transaksional)
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Dengan mempertimbangkan tujuan pernikahan seperti yang disebutka
di atas, maka dalam memberikan mahar menurut ibnu Asyur harus didasari
rasa kejujuran. Sebab dalam pemikiran tafsirnya, kata shodaqg berasal dari al-
shidqu berarti kejujuran. Artinya, seorang laki-laki yang sudah berjanji akan
menikahi perempuan dan memberikan maharnya harus jujur dan bersungguh-
sungguh untuk memenuhi janjinya. Prinsip kejujuran dalam mahar tidak
hanya terbatas pada kesungguhan untuk memenuhinya, juga dalam
menentukan kadar dan jenis mahar. Dalam tafsir ibnu ‘Asyur mengatakan
bahwa, mahar merupakan sebentuk pemberian yang bertujuan memuliakan
perempuan.”

Proses menentukan jenis dan kadar mahar, menurut Rasyid Ridla

harus berdasarkan asas suka-rela (%MZJ b }#) yang tumbuh dari hati kedua

belah pihak suami-istri. Selain asas suka-rela tersebut, ada pertimbangan lain
dalam menentukan jenis dan kadar mahar yang menurut Ridla perlu untuk

mendapat perhatian, yaitutradisi yang berlaku dalam suatu masyarakat.

»70 asdig widy £30 2aakg o Sl s S pde 2 G5 0 S g
(hendaknya engkau melihat kebiasaan yang berlaku di masyarakat, di mana
mereka tidak memberlakukan pemberian ini melainkan dengan suatu

pemberian yang lain)

Asas suka-rela dalam menentukan jenis dan kadar mahar yang tumbuh
di hati seorang suami tentu akan berbeda dengan suka-relanya seorang istri.

Bagi seorang suami rasa suka-rela akan muncul manakala ketika proses

> ibn ¢Asyur, al- Tahrir ..., IV, him 230-231
"® Ridha, Tafsir al-Quran..., 1V, him 308.
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pemenuhan mahar tidak memberatkan dan sesuai dengan kemampuannya.
Ukuran kemampuan di sini tidak hanya dipengaruhi oleh batasan kadar mahar
tertentu, tetapi harus dilihat pula dari jenis maharnya. Sebab meski kadar
mahar yang ditentukan sangat sederhana bahkan tidak bernilai ekonomi
namun jika proses yang dilakukan untuk memenuhi mahar tersebut
menyulitkan maka mahar tesebut terlepas dari makna kesederhanaan. Begitu
juga sebaliknya, kadar mahar yang sangat kecil seperti seperangkat alat solat
jika diberikan seorang hartawan tidak dapat dikatakan sederhana. Sebab
ukuran sederhanaan mahar bagi seorang suami adalah kesesuaian antara
mahar dengan kemampuan.”’

Sebagaimana yang dijelaskan oleh Al-Ashfahani, Hamka dan Ibnu
Asyur, mahar memiliki manfaat dan bertujuan untuk memuliakan harkat-
martabat perempuan. Suami sebagai objek perintah memberikan mahar
hendaknya memperhatikan nilai kemanfaatanya bagi si istri. Manfaat mahar
bagi seorang istri tentu dilihat dari nilainya. Dalam al-Quran mahar
disebutkan dengan istilah ginthar (harta yang melimpah). Istilah mahar
ginthar tersebut mengindikasikan bahwa mahar hendaknya memiliki nilai
ekonomis. Hal ini sesuai dengan praktek mahar yang dilakukan Rasulullah

Saw. kepada para istrinya.”® Dalam salah satu riwayat hadis dijelaskan, bahwa

Seringkali dalam al-Quran maupun hadis menyinggung persoalan kemampuan laki-laki

dalam pernikahan. Dalam surah Annisa’ 25 menjelaskan perihal laki-laki yang tidak mampu
melakukan pernikahan dengan perempuan merdeka, <liaball cliladall x<5 of Vil i adails & o5,
Dalam sebuah hadis yand diriwayatkan Bukhari dan Muslim juga dijelaskan anjuran untuk
melakukan pernikahan bagi laki-laki yang memiliki kemampuan: g s_ilé seLll 2Sia g Usivl ¢,

® Hadis mengenai mahar Rasulullah Saw kepada para istrinya diriwayatkan oleh Imam

Muslim dalam kitab shahihnya dengan nomor hadis 1426 dalam Kitab Nikah, Bab Shadaq
wajawazu kaunuhu ta’lim al-Quran wa khatam min hadid.Yahya bin Syaraf al-Nawawi, Syarh al-
Nawawi ‘Ala al-Muslim, ( ttp, Dar al-Khair, 1996), IX, hIm 553.
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Rasulullah Saw. tidak pernah memberikan mahar kepada para istrinya di
bawah nilai 12 plus setengah ugiyah.”

Dengan demikian, kesederhanaan mahar ditinjau dari istilah mahar
yang digunakan al-Quran menurut pemikiran ahli tafsir (mufassir) tidak
hanya berkenaan dengan kadar mahar, jenis mahar juga menentukan
sederhana atau tidanya mahar. Proses yang dilakukan dalam menentukan dan
menetapkan jenis dan kadar mahar harus mempertimbangkan beberapa hal

berikut:

1. Kemampuan suami ( aetazy)

Seperti yang dijelaskan Sayyid Quthub dan Mutawalli Al-Sya’rawi,
mahar bukan hanya persoalan pemberian, tetapi merupakan hak ekonomi
perempuan yang menjadi investasi dalam kehidupannya di masa akan datang.
Seorang istri berhak meminta mahar yang tinggi ( ginthar) dari suaminya,
jikalau mahar tersebut dapat menumbuhkan perasaan suka-rela dalam hatinya.
Akan tetapi, istri juga perlu mempertimbangkan kemampuan suami. Sehingga
apa yang menjadi permintaannya sebagai mahar tidak dapat menghambat

proses pernikahan.

Mahar yang diberikan Rasulullah Saw. kepada para istrinya memiliki nilai ekonomis
dengan kadar 12 ugiyah + 1 nush/setengah ugiyah. (1 ugiya = 40 dirham. 12 ugiyah x 40 dirham =
480 dirham. Ditambah setengah ugiyah = 20 dirham maka totalnya 500 dirham. 1 dirham setara
2,3 gram perak. Maka 500 dirham x 2,3 gram perak = 1150 gram perak. 1 gram perak setara
dengan 1.5 Riyal Saudi, maka 1150 gram perak x 1.5 Riyal saudi = 1725 Riyal Saudi. Kurs Riyal
ke Rupiah Indonesia adalah Rp. 3716.9 x 1725 Riyal = Rp. 6.411.652.5. Jadi mahar Rasululllah
Saw kepada para istrinya 12 ugiyah + setengah ugiyah setara Rp. 6.411.652.5. lihat keteranganya
di https://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=326379
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2. Nilai kemanfaatan mahar bagi perempuan (15 ¢ =2

Dalam rumah tangga istri menjadi partner suami dalam membangun
dan membina rumah tangga yang harmonis dan sejahtera. Sedangkan peran
utama dalam menafkahi dan meningkatkan taraf hidup ekonomi keluarga
tetap berada di pundak suami. Namun tidak menutup kemungkinan suatu saat
suami tidak dapat memenuhi kewajibannya secara maksimal. Sehingga
seringkali keadaan tersebut menuntut seorang istri untuk mengambil sebagian
peran suami dalam mempertahankan kehidupan rumah tangga. Dengan
kondisi demikian nilai manfaat mahar akan sangat tersa bagi seorang istri.

Oleh karena itu terkait manfaat mahar, Rasyid Ridha mengatakan:

Sy 35l (b 3559 (oA o sl T 2 BT sledl 108 BT gls sy O sk G
( yang perlu diperhatikan di sini adalah bahwa pemberian ini merupakan

simbol kasih-sayang, perekat tali kekerabatan, dan dapat memperkuat
kehidupan harmonis dan kasih-sayang.)

3. Tradisi yang berlaku dalam masyarakat ( )&/ JGJ\ (s )

Tradisi pernikahan yang berlaku pada masyarakat tertentu sangat
mempengaruhi dalam menentukan jenis dan kadar mahar pernikahan. Bahkan
dalam kelompok masyarakat tertentu, kadar mahar menunjukkan standar
stratifikasi sosial yang menjadi suatu kebanggaan tersendiri. Seperti halnya
yang terjadi di sebagian daerah di Indonesia, tingkat sosial masyarakat sangat
menentukan besar-kecilnya mahar. Bahkan seringkali persoalan mahar
menjadi penghalang terlaksananya pernikahan bila dalam menentukannya tak

berujung kata sepakat antara kedua belah pihak.
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BAB V

ANALISIS HERMENEUTIKA OTORITATIF TERHADAP MAHAR

SHADUQ, NIHLAH DAN QINTHAR

A. Makna Mahar Shadug, Nihlah dan Qinthar

Mahar dalam al-Quran memiliki istilah yang bervariatif. Istilah
mahar dalam al-Quran dengan kekhasan makna masing-masing. Memahami
kesederhanaan mahar dalam al-Quran tentu dengan melakukan pengkajian
terhadap makna masing-masing istilah mahar. Dalam penelitian ini, istilah
mahar yang akan diteliti adalah nihlah dan Shadug. Dari dua istilah mahar
tersebut (sejauh pembacaan yang dilakukan peneliti) terdapat pesan syariat
terkait dengan nilai-nilai kesederhanaan dalam memberikan mahar. Bahkan
jika ditelaah dari aspek historisnya, dari dua istilah mahar tersebut dapat pula
dipahami mengenai maksud dan tujuan syariat menetapkan hukum wajib
memberikan mahar kepada istri.

Istilah mahar yang terdapat dalam al-Quran di antaranya adalah kata

Shadug (3s)2). Dalam al-Quran (QS. Annisa’: 4), kata tersebut digunakan

untuk menunjukkan makna suatu pemberian sebagai mahar. Sifat pemberian

ini dijelaskan al-Quran dengan menggunakan kata nihlah (a<), artinya

pemberian suka-rela. Makna mahar jika diistilahkan dengan i #z6io

sebagaimana terdapat dalam QS. Annisa’ 4 berarti suatu pemberian yang
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sifatnya tidak mengikat, tidak memaksa dan tidak memberatkan. Maka
dengan adanya sifat nihlah tersebut mahar ditentukan dengan cara
mempertimbangkan kemampuan seorang suami, serta mengenai bentuk dan
kadar mahar dapat ditentukan berdasarkan kesepakatan bersama.

Secara yuridis mahar dalam pernikahan merupakan suatu keharusan
untuk dilakukan oleh pihak suami kepada istri. Tetapi keharusan memberikan
mahar dalam pernikahan dapat dilakukan secara kondisional. Artinya mahar
diberikan tanpa terikat pada suatu jenis dan kadar barang tertentu, dapat
diberikan secara kontan atau cicilan. Bahkan dalam kondisi tertentu mahar
boleh saja tidak diberikan sama sekali jika hal demikian telah disepakati oleh
kedua belah pihak yaitu suami dan istri. Status hukum mahar yang wajib
tetapi tidak mengikat dan bersifat kondisional ini dikarenakan dua hal;
pertama, mahar bukanlah bagian dari rukun pernikahan. Meski mahar
berstatus hukum wajib namun bukan termasuk bagian dari rukun pernikahan,
sehingga sekalipun mahar tidak disebutkan dalam akad atau tidak dapat
dipenuhi oleh suami dan pihak istri telah merelakan maharnya maka
pernikahan tetap sah. Kedua, mahar dalam al-Quran disebutkan dengan istilah
Shadug dan nihlah yang berarti suatu pemberian yang dilakukan dengan rasa
suka-rela. Penyebutan mahar dalam al-Quran dengan menggunakan istilah
Shadug dan nihlah merupakan suatu bentuk upaya agama untuk menjaga agar
pernikahan tetap bisa dilaksanakan oleh setiap umat Islam khususnya mereka

yang memiliki latar belakang ekonomi yang lemah.
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Ditinjau dari aspek magashid al-syari’ah, pernikahan dalam syariat
Islam menempati kedudukan yang tinggi dan mulia. Pernikahan menjadi satu-
satunya cara yang disahkan dalam Islam sebagai media untuk memenuhi
kebutuhan biologis manusia. Islam sangat membenci perilaku seks bebas
(free sex).®® Bahkan dalam al-Quran larangan terhadap perilaku menyimpang
tersebut disampaikan dengan menggunakan gaya bahasa yang tegas (qath ).
Larangan ini diturunkan dengan maksud untuk menjaga kehidupan manusia
agar terhindar dari segala hal yang dapat membahayakan dan merugikan
kehidupan manusia sendiri. Melalui syariat pernikahan ini, agama ingin
mengarahkan manusia agar memperoleh keturunan yang baik dengan cara
yang disahkan dengan legitimasi hukum halal. Dan dengan dilaksanakannya
pernikahan diharapkan manusia akan terhindar dari berbagai jenis penyakit
yang bersumber dari prilaku seks bebas yang sangat membahayakan
kesehatan bahkan keselamatan nyawa manusia.

Aspek magashid al-syari’ah pernikahan tersebut tidak dapat
disepelekan begitu saja. Sebab dalam memenuhi kebutuhan dasar seksual
seseorang harus memperhatikan dampak buruk bagi kehidupan sosial
masyarakat. Persoalan menikah bukan hanya persoalan pemenuhan
kebutuhan individu manusia, tetapi secara tidak langsung ia dapat berdampak
kepada kebutuhan manusia secara umum berupa kesehatan jasmani,
ketenangan rohani dan mewujudkan tatanan sosial yang tertib dan aman.

Ditinjau dari aspek magashid al-syari’ah pernikahan di atas, maka pernikahan

8 Wahbah Zuhaili, Al Figh al Islami wa Adillatuhu, (Damaskus: Dar al Fikr, 2004) Cet. IV,
Juz IX, him 31.
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hendaknya sebisa mungkin tetap dapat dilaksanakan oleh siapaun. Oleh
karena itu segala hal yang dapat menghalangi terlaksananya pernikahan harus
dapat diminimalisir bahkan jika perlu ditiadakan sama sekali. Tidak
terkecuali persoalan mahar jika jenis dan kadar mahar yang ditentukan
memberatkan pihak suami sehingga dapat menghalangi terlaksananya
pernikahan.

Dalam suatu riwayat hadis Nabi Muhammad Saw pernah melakukan
upaya untuk meminimalisir kadar dan bentuk mahar bagi lelaki yang tidak
memiliki kemampuan secara ekonomi untuk memberikan mahar dan dalam
keadaan terdesak kebutuhan menikah. Dalam kita hadis Shahih Bukhari,

imam Bukhari berkata:
o3 Jski EedelEhaan, 53 Jes Ead oz 5 of Eae bk s e PEgriats

S G E2mg 15 ] 4l Jot b ST G0 5 i e A s Al ot B a3

o G G 5 Al e Eaag 35\ b Jp2g 6 SIS A6 B gad 1D BT g

Jstis & B oy 305 3IgTy G 55 O e g 36 @) &0 98 26 7 5 d
ss F Il CaB s e Bl 5 b6 Cad 06 Y J6 5o o Bie s J6 ST
S 805 1S G an 6 228 0T 2 Blas o8 JWE s 2 Bla Vg B3 s G JES
BTl o dlas G &K 28 e sb 6

(Sahl berkata: “Telah datang seorang wanita kepada Nabi seraya
berkata: “Saya datang untuk menyerahkan diriku”, kemudian dia berdiri
lama, lalu Nabi memandang sekujur tubuhnya, maka berkatalah seorang
laki-laki ““Nikahkanlah untukku, jika Rasul tidak berhajat padanya”, Nabi
menjawab ““Apakah kamu mempunyai sesuatu untuk disedekahkan

81 Ahmad bin Ali bin Hajar al’ Asqalani, Fathu al-Bari Bisyarhi Shahih Bukhari, (ttp: Dar al-
Rayyan li al-Turats, 1986), hadis no. 4854, bab 3le iy OLAN e il 1X, hIm 112.
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kepadanya”? la menjawab:” tidak ada”. Nabi berkata: “Carilah”, lalu
pergilah lelaki tersebut,kemudian kembali, dan berkata: “Demi Allah, Saya
tidak menemukan sesuatupun”. Nabi berkata: “Pergilah dan carilah,
sekalipun sebuah cincing besi.’Maka pergilah lelaki tersebut.Kemudian
kembali dan berkata : “Tidak ada,Demi Allah, tidak ada walau sebuah
cincing besi”. Dan dia memiliki sebuah sarung yang dipakainya. Maka ia
berkata: “Saya mensedekahkan sarungku padanya”, maka Nabi berkata:
“Jika wanita itu memakai sarungmu, maka kamu tidak memiliki pakaian, dan
Jika kamu memakainya, maka tidak ada pakaian padanya”. Maka lelaki itu
pergi, kemudian duduk. Maka Nabi melihatnya sambil berpaling, maka Nabi
memerintahkan untuk memanggilnya kembali. Dan Nabi berkata: “Apakah
kamu memiliki (hafalan) al-Qur’an ? "Ta menjawab. “Surah ini dan surah ini
sambil menghitungnya”. Nabi berkata “’Sungguh engkau telah memilikinya
dengan al-Qur’an (hafalan) yang ada padamu.)

Dalam hadis di atas secara dialogis nabi Muhammad ingin
mempermudah pelaksanaan pernikahan bagi lelaki yang tidak mampu
memberikan mahar. Bentuk keringanan dalam memberikan mahar sesuai
dengan substansi hadis di atas adalah meminimalisir bentuk dan kadar mahar
sesuai dengan kemampuan lelaki yang hendak menikah. Bentuk kemudahan
ini merupakan salah satu sikap difensif syariat Islam untuk menjaga hidup
manusia dari segala hal yang membahayakan keselamatannya. Menjaga
keturunan merupakan salah satu di antara tujuan disyariatkan pernikahan.
Pernikahan tidak hanya sekedar cara terbaik untuk memperoleh legitimasi
hukum halal dalam memenuhi hasrat biologis manusia, bahkan pernikahan
juga memiliki maksud untuk menjaga kesehatan hidup manusia sehingga
dapat terhindar dari berbagai jenis penyakit membahayakan semisal
HIV/AIDS.% Karena pernikahan memiliki banyak tujuan dan hikmah-hikmah

dibalik pensyariatannya, maka setiap sesuatu yang dapat menghalangi

8 Syarifuddin, Tinjauan Figh Terhadap Homoseksual, Jurnal Al-Fikra: Vol 9, No. 1 (2010)
dan Desember Vol 15, No. 2 (2016), him 105.
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terlaksananya diminimalisir bahkan jika mendesak ditiadakan sama sekali.
Termasuk dalam ini adalah mahar sekalipun ia bersifat wajib.

Dengan demikian, pemahaman kesederhanaan mahar yang tersirat
dalam istilah mahar shadug dan nihlah sangat erat kaitannya dengan maksud
dan tujuan dari syariat pernikahan. Mahar hendaknya dilakukan atas dasar
suka-rela oleh pihak suami dan diterima pula dengan sikap suka-rela oleh
pihak istri. Ketika jenis dan kadar mahar telah ditentukan oleh calon istri
maka hendaknya suami menerima untuk memenuhi permintaan istri dengan
penuh suka-rela. Sikap yang demikian akan menjadi bukti bahwa mahar yang
telah ia berikan akan benar-benar menjadi simbol kecintaan dan kasih
sayangnya dalam membangun rumah tangga.®® Namun jika kenyataan yang
terjadi pada calon suami berbeda dengan harapan dan permintaan pihak calon
istri maka hendaknya sikap suka-rela harus menjadi dasar calon istri dalam
menentukan mahar yang dia inginkan. Hal ini dilakukan agar pernikahan
tetap dapat dilaksanakan, sebagaimana yang terjadi pada sahabat dalam hadis
di atas.

Selain istilah di atas, al-Quran menyebutkan mahar dengan istilah

ginthar. Dalam surah Annisa’: 20 mahar disebut ginthar (;%3), artinya harta

yang melimpah atau emas yang banyak. Artinya, mahar boleh diberikan
dengan jumlah yang sangat tinggi. Bahkan dalam suatu riwayat yang

disampaikan al-Nawawi dalam Mustadrak al-Wasa'’il dijelaskan perihal

8 Bandingkan dengan pendapat Ahmad Faiz bahwa mahar bukan sebagai tebusan dan harga
atas kompensasi hak tertentu, tetapi sebagai ugdat an-nikah dan ihsan (simbol kasih sayang), lihat
Ahmad Faiz, Dustur al-Usrah fi Zilal al-Quran (Beirut: Mu'assasah ar-Risalah), him 99.
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mahar Nabis Saw. kepada sayyidah Khadijah. Dalam sambutan yang
disampaikan Abu Thalib mewakili keluarga Rasulullah Saw disebutkan
jumlah mahar yang akan diberikan kepada sayyidah Khadijah sebesar 4000
dinar emas dan seratus onta yang diberikan secara kontan.®* Jika praktek
mahar dalam pernikahan Rasulullah Saw tidak sesuai dengan tuntunan
syariat, tentu akan ada keterangan baik dalam al-Quran maupun hadis yang
melarang dan menasakh praktek mahar tersebut. Tetapi al-Qur’an yang

diturunkan di kemudian hari menyebutkan mahar dengan istilah ginthar

(54=3). Dengan demikian terkait persoalan mahar, al-Quran menunjukkan

keseimbangan ajarannya. Keseimbangan ini ditunjukkan dengan adanya ayat-

ayat yang menjelaskan kesederhanaan kadar mahar, dalam kesempatan yang

lain al-Quran menyebutkan mahar dengan bahasa ginthar (74=3) yang di

dalamnya tersirat suatu makan yaitu kadar mahar yang sangat fantastis.

Jika ditinjau dari asbabun nuzul ayat al-Quran, maka QS: Annisa’ 20
memiliki rentetan makna (munasabah) dengan Annisa’ 22, 24, 25 tentang
mahar. Dalam Annisa’: 20 dijelaskan tentang kebolehan memberikan mahar
dengan kadar yang sangat tinggi. Akan tetapi mahar yang telah diberikan
tersebut tidak dapat ditarik kembali sebab putusnya ikatan pernikahan,
kecuali hanya sebagian mahar yang telah direlakan oleh istrinya (ayat 22 dan
24). Berdasarkan asbabun nuzul-nya, Annisa’ 25 berkenaan dengan kebiasaan

sebagian orang bangsa Hadhrami kelas atas yang biasa menaikkan nilai

#Mustadrak Al-Wasai’l...., XIV, him 203
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mahar hingga bernilai fantastis sehingga sebagian dari mereka tidak sanggup
untuk memenuhi mahar tersebut. Akibatnya mereka tidak dapat
melangsungkan pernikahan dengan perempuan merdeka. Maka ayat 25
tersebut diturunkan sebagai solusi bagi lelaki yang tidak mampu membayar
mahar perempuan merdeka dengan diperbolehkan menikahi perempuan dari
kalangan hamba sahaya dengan konsekuensi tetap memberikan mahar dengan
kadar yang pantas (bil ma ruf).

Agama membolehkan mahar ginthar bagi lelaki yang memiliki
kemampuan ekonomi. Jika setiap syariat dalam agama Islam diyakini
memiliki nilai kemanfaatan bagi manusia, maka semestinya kita meyakini
pula bahwa mahar ginthar termasuk di antara syariat agama yang memiliki
manfaat khususnya bagi seorang istri dalam keluarga. Sebagaimana kebiasaan
orang Arab pra Islam, perempuan setelah dicerai dibiarkan begitu saja tanpa
diberi hak-haknya selama masa ‘ddah. Kebiasaan ini ditentang oleh agama
Islam karena merugikan kehidupan kaum perempuan. Maka sebagai langkah
preventif syariat Islam membolehkan mahar diberikan dengan kadar yang
sangat tinggi yang dapat dimanfaatkan pasca perceraian.

Dalam suatu riwayat hadis, ada satu peristiwa yang terjadi pada
khalifah Umar saat menyampaikan pidatonya.®®> Dalam pidatonya, khalifaah
Umar melarang praktek mahar dengan kadar tinggi. Menurutnya, mahar
tersebut bertentangan dengan tuntunan Rasulullah Saw yang memberikan

mahar kepada para istrinya tidak melebihi dari 12 autsug (setara dengan 400

& Zuhaili, Tafsir al Munir ..., IV, him 306.
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dirham). Apa yang disampaikan Umar tersebut diprotes seorang perempuan
yang mendengarkan pidatonya karena merasa haknya telah dirampas dan
dibatasi, sementara dalam al-Quran mahar disebutkan ginthar. Tujuan syariat
menentukan kadar mahar dengan jumlah fantastis ini (ginthar) untuk
memuliakan posisi perempuan dan melihat pentingnya peran perempuan
dalam membangun rumah tangga dan tatanan sosial masyarakat.

Dengan demikian memahami kesederhanaan mahar yang tersirat
dalam bahasa ginthar hendaknya memperhatikan nilai manfaat mahar bagi
seorang perempuan dalam rumah tangga. Syariat Islam mengangkat harkat
dan martabat perempuan dengan memposisikan sejajar dengan laki-laki.
Perempuan diberi kewajiban yang sama di depan hukum, sementara hak-
haknya dilindungi. Islam juga memberikan kebebasan kepada perempuan
untuk ikut andil dalam menciptakan amar ma’ruf- nahi munkkar di kancah
publik. Di antara bentuk penghormatan Islam terhadap peran perempuan di
ranah sosial adalah memberikannya hak istimewa berupa mahar ginthar.

Islam sangat menganjurkan kesederhanaan mahar demi
terlaksananya pernikahan yang membawa maslahat bagi tatanan sosial
masyarakat. Karena itu, mahar tidak boleh menyulitkan, memberatkan,
memaksa sehingga pernikahan tidak dapat dilaksakan. Proses penentuan dan
menetapkan jenis dan bentuk mahar semestinya dilandasi dengan prinsip
nihlah (suka-rela). Prinsip tersebut semestinya menjadi harus menjadi hak
bersama. Artinya, mahar dapat menumbuhkan rasa suka-rela pada suami yang

memberikan mahar dan istri yang menerimanya. Bagi seorang suami tentu
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kadar maharnya tidak terlalu tinggi, mudah dan tidak memberatkan sesuai
dengan kemampuannya. Nilai mahar yang cukup tinggi, 100 juta misalnya,
tidak akan menjadi masalah jika diberikan oleh seorang pengusaha hartawan
sebab masih dalam batas kemampuan. Sedangkan mahar berupa hafal al-
Quran bagi seorang mu’allaf (orang baru masuk Islam) tentu akan
menyulitkan sehingga mahar tersebut tidak dapat dikatakan sederhana. Sebab
seorang yang baru berkenalan dengan al-Quran tentu dia akan merasa
kesulitan dalam membacanya sesuai dengan kaidah ilmu al-Quran apalagi dia
diharuskan untuk menghafalnya.

Dilihat dari aspek normatif, mahar memiliki peran penting dalam
membangun keluarga dan tatanan sosial masyarakat yang mapan. Dalam
hukum Islam (figih) mahar disebut sebagai simbol kasih sayang dan tanggung
jawab serta kesiapan laki-laki untuk menikahi seorang perempuan.®® Sangat
tidak tepat sekali jika mahar disebut sebagai alat tukar dengan kesenangan
biologis setelah suami menggauli istrinya. Dalam hukum Islam (figih)
dijalaskan, bahwa suami wajib membayar mahar kepada istrinya yang dicerai
sebelum dikumpuli. Mahar yang harus diberikan adalah mahar mitsil, yaitu
separuh mahar yang disebutkan dalam akad nikah. Jika mahar diartikan
sebagai alat tukar, seharusnya suami tidak wajib memberikan sedikitpun
kepada istri yang dicerai, sebab ia belum mendapatkan kesenangan biologis
darinya. Karena itu mahar adalah simbol kesiapan, kasih sayang suami

kepada calon istri yang hendak dinikahi. Kesiapan dan rasa kasih sayang ini

8 zuhaili, Al Figh Al Islami...,him 31.
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kemudian diekspresikan dalam bentuk mahar. Maka sangat ironis jika mahar
sebagai simbol kesiapan dan kasih sayang diberikan dalam bentuk
seperangkat alat soalat, atau sejumlah uang Rp. 50.000 - Rp. 100.000 seperti
yang dipaparkan Abdul Kadir dalam temuan penelitian.?’

Dalam Islam tidak ada ketentuan mengenai batasan maksimal dan
minimal kadar mahar. Begitu pula dalam hukum pernikahan di Indonesia
tidak ditetapkan mengenai batasan nilai mahar. Karena itu dalam prakteknya,
masyarakat Indonesia memberikan mahar mengikuti tradisi pernikahan di
masing-masing daerah mereka. Karena itu kadar dan bentuk mahar di masing-
masing daerah memiliki perbedaan ciri khasnya masing-masing. Akan tetapi
prinsip pelaksanaan pemberian mahar ini harus tetap menerapkan prinsip
kesederhanaan sesuai amanat syariat dalam mahar nihlah dan ginthar yaitu
prinsip suka-rela dan nilai kemanfaatan mahar bagi perempuan. Namun apa
yang dipraktekkan masyarakat tidaklah dilarang oleh agama selama masih
dalam batas tidak menghalangi terlaksananya pernikahan. Prinsip pemberian
mahar sebagaimana dijelaskan dalam al-Quran surah Annisa: 25 agar
dilakukan dengan cara ma’ruf, yaitu mengikuti tradisi masyarakat setempat
dengan mempertimbangkan hal-hal berikut:

a. Pentingnya syariat pernikahan
Pernikahan merupakan salah satu media untuk mewujudkan maqgashid
al-syari’ah yang lima; hifdh al-din (memelihara agama), hifdhal-nafsi

(memelihara jiwa), hifdhal- ‘ag/i (memelihara akal), hifdhal-nasl (menjaga

8 Kadir, Penerapan Batas Minimal Mahar ..., 3.
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keturunan), hifdhal- irdli (menjaga kehormatan).®® Pernikahan yang sah
dapat membendung segala bentuk problematika sosial, seperti pergaulan
bebas, merebaknya HIV-AIDS, anak hasil perzinahan dan persoalan sosial
lainnya. Dengan mempertimbangkan pentingnya syariat pernikahan, maka
segala hal yang mempersulit dan menghambat terlaksananya pernikahan
harus ditiadakan. Sebab syariat tidak menghendaki mahar menjadi salah
satu penghambat pernikahan, maka prakter mahar dilakukan berdasarkan
prinsip suka-rela.
b. Nilai kemanfaatan mahar dalam membangun rumah tangga

Perempuan dikatan rahim peradaban sebab kemajuan peradaban
tergantung pada generasi di zamannya. Generasi sebagai modal utama
untuk membangun peradaban tentu lahir dari perempuan yang kuat dalam
segala hal. Kuat jasmaninya, kuat psikisnya, kuat spiritualitasnya dan tentu
mereka yang memiliki kekuatan ekonomi. Islam sangat peduli dengan
perempuan. Bentuk kepedulian ini dapat kita pahami melalui ayat-ayat al-
Quran yang memberikan perlindungan terhadap hak-hak perempuan.
Khususnya hak ekonomi perempuan dalam rumah tangga berupa mahar.
Abl Zahrah menjelaskan bahwa selain menjadi tanda etis-moral
keseriusan dan ketulusan ikatan pernikahan, mahar berfungsi sebagai
bantuan material suami kepada istrinya guna persiapan berumah tangga.®

Makna kesederhanaan mahar dalam al-Quran ditinjau dari peran

perempuan dalam membangun kehidupan rumah tangga dan tatanan sosial

8 Abu Ishaq al-Syatibi, al-Muwafaqat, (Bairut:Darul Ma'rifah, 1997), him 10.
8 Zahrah, Muhammad Abu, Membangun Masyarakat Islami, diterjemahkan oleh Shodig
Noor Rahmat. (Jakarta: Pustaka Firdaus, 1994), him 81.
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masyarakat jelas berbeda dengan ketentuan makna ayat tentang mahar
yang dihasilkan dari proses interpretasi yang mempertimbangkan
pentingnya syariat pernikahan. Dalam rumah tangga istri menjadi partner
suami dalam membangun kehidupan keluarga yang harmonis dan
sejahtera. Peran utama dalam menafkahi dan meningkatkan taraf hidup
ekonomi keluarga berada di pundak suami. Sementara istri memiliki peran
sebagai pemegang kendali yang mengatur urusan rumah tangga. Namun
tidak menutup kemungkinan istri berkeharusan untuk mengambil sebagian
peran suami bila dipandang sangat perlu. Keadaan seperti ini lumrah
terjadi di masyarakat akibat desakan kebutuhan ekonomi yang semakin
meningkat. Karena itu, mahar yang menjadi hak privasi istri dalam
keadaan tertentu manfaatnya akan kembali pada keluarga. Maka tidak
salah ketika al-Quran menyebutkan mahar dengan bahasa ginthar (mahar
jumlah banyak) karena melihat fungsinya yang sangat besar dalam

keluarga.

Al-Quran menyebutkan mahar dengan ginthar (;%3), artinya harta

yang melimpah atau emas yang banyak. Maksud al-Quran menyebutkan
mahar ginthar adalah untuk menghormati dan memuliatan peran
perempuan di ranah sosial masyarakat. Dahulu masyarakat jahiliyah
menganggap perempuan seperti halnya komoditas dalam perdagangan
yang dapat diperjualbelikan dan dibarter. Kebiasaan buruk ini kemudian
ditentang oleh Islam dengan menunjukkan sikap keberpihakan syariat

kepada perempuan. Syariat Islam mengangkat harkat dan martabat
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perempuan dengan memposisikan sejajar dengan laki-laki. Perempuan
diberi kewajiban yang sama di depan hukum, sementara hak-haknya
dilindungi. Islam juga memberikan kebebasan kepada perempuan untuk
ikut andil dalam menciptakan amar ma ruf- nahi munkar di kancah publik.
Di antara bentuk penghormatan Islam terhadap peran perempuan di ranah
sosial adalah memberikan hak istimewa berupa mahar ginthar.
. Kebutuhan perempuan terhadap ekonomi semakin meningkat

Zaman terus mengalami perkembangan dari tahun ketahun. Begitu
juga kebutuhan ekonomi masyarakat semakin hari semakin meningkat.
Perkembangan ekonomi yang terjadi pada masyarakat moderen saat ini
berbeda sama sekali dengan kondisi masyarakat di awal-awal kedatangan
Islam. Dahulu ruang gerak peremuan terbatas pada ranah domestik. Tetapi
di zaman ini perempuan memiliki hak yang sama dengan laki-laki untuk
berkecimpung di ranah publik. Perempuan juga butuh sekolah, interaksi
dengan sesama dan sebagainya. Semua ini menunjukkan bahwa
perempuan membutuhkan penghidupan ekonomi yang layak dan
berkecukupan. Keadaan yang terjadi sekarang ini sudah semestinya
dijadikan bahan pertimbanggan dalam menetapkan dan menentukan kadar
mahar pernikahan.

Melihat tingkat kebutuhan ekonomi masyarakat Indonesia yang
semakin tinggi, tentu harus berbanding lurus dengan kebijakan yang
diambil dalam menentukan kadar mahar. Artinya penentuan mahar

hendaknya mempertimbangkan keadaan sosio-ekonomi masyarakat
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setempat.®® Di samping itu, persoalan mahar di bawah standar kelayakan
umum tidak dapat dikatakan telah memenuhi asas kesederhanaan mabhar,
sebab tidak sebanding dengan kebutuhan perempuan saat ini.
Kesederhanaan mahar yang dimaksudkan al-Quran adalah adanya
penyesuaian dalam proses menentukan mahar dengan kondisi yang
dihadapi masyarakat. Melihat kebutuhan terhadap ekonomi yang semakit
tinggi, maka dipandang sangat perlu untuk menetapkan standar minimal
mahar yang berlaku di Indonesia dengan mempertimbangkan tingkat
pertumbuhan ekonomi masyarakat. Seperti yang telah dilakukan oleh
imam Hanafi dan Maliki, yang mana menurut imam Hanafi standar
minimal mahar adalah sepuluh dirham, dalam riwayat lain ada yang
mengatakan lima dirham ada yang sepuluh dirham. Sedangkan menurut
imam Malik, minimal mahar seperempat dinar emas murni atau perak
seberat tiga dirham atau barang yang sebanding dengan berat emas dan
perak tersebut.
d. Tradisi/adat pernikahan

Sekalipun secara normatif mahar telah dijelaskan dalam al-Quran dan
hadis, namun dalam pemaknaan mahar tetap harus mengakomodasi tradisi
yang berlaku di suatu daerah.®* Di Indonesia, ketentuan mengenai
kesederhanaan mahar tidak memiliki standar yang dapat dijadikan sebagai

pijakan hukum. Meski mahar telah dibahas dalam Kompilasi Hukum Islam

% Noryamin Aini, Tradisi Mahar di Ranah Lokalitas Umat Islam: Mahar dan Struktur Sosial

di Masyarakat Muslim Indonesia, (Jurnal Ahkam Vol. X1V, No. 1, Januari 2014), him 3.
% Noryamin Aini, Tradisi Mahar di Ranah Lokalitas Umat Islam: Mahar dan Struktur Sosial

di Masyarakat Muslim Indonesia, (Jurnal Ahkam Vol. X1V, No. 1, Januari 2014), him 3.
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(KHI), namun masyarakat tetap mengikuti tradisi pernikahan di daerag
masing-masing. Hal ini dikarenan KHI itu sendiri tidak memiliki kekutan
hukum yang bersifat mengikat dan memaksa. Akibatnya, praktek mahar
mengikuti tradisi pernikahan di masing-masing daerah yang seringkali
menyisakan persoalan terutama terkait kadar mahar yang masih dibawah
standar kepantasan umum. Sementara itu di daerah yang berbeda, terdapat
praktek mahar atau bentuk pemberian yang lain yang ditetapkan oleh adat
setempat terkesan menyulitkan bahkan menjadi kendala terlaksananya
pernikahan.

Dengan melihat kemajemukan praktek mahar yang berlaku di
Indonesia, maka makna kesederhanaan mahar mengikuti standar nilai
kepantasan masing-masing daerah dengan tetap mempertimbangkan batas
kemampuan laki-laki, pentingnya syariat pernikahan, peran perempuan
dalam rumah tangga dan sosial masyarakat, perkembangan dan tingkat

kebutuhan ekonomi masyarakat setempat.

B. Makna Kesederhanaan Mahar Perspektif Hermeneutika Otoritatif
Hasil analisis yang dilakukan terhadap ayat al-Quran tentang mahar
nihlah dan shadug dengan menggunakan Hermeneutikan Otoritatif sebagai
pisau analisis penelitian, maka diperoleh hasil sebagai berikut:
1. Terdapat keseimbangan dalam al-Quran terkait dengan persoalan mahar.
Al-Quran berbicara soal mahar tidak hanya persoalan kadar mahar

sederhana, tetapi sebagian ayat al-Quran yang lain mengisyaratkan
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kebolehan memberikan mahar dalam bentuk harta yang sangat banyak
atau nilai tinggi (fantastis). Keseimbangan ini tidak terlepas dari
pentingnya syariat pernikahan dan peran perempuan dalam keluarga dan
sosial masyarakat.

Kesederhanaan mahar dalam al-Quran tidak hanya terkait dengan
kadar/jumlah mahar. Bentuk mahar tertentu yang telah ditentukan dan
disepakati kedua pihak dalam pernikahan kadang keluar dari prinsip
kesederhanaan mahar, sekalipun mahar tersebut tidak memiliki nilai
ekonomis. Dalam keadaan tertentu mahar tersebut dapat menyulitkan
pihak laki, seperti menghafal al-Quran bagi orang yang baru masuk Islam
(muallaf). Untuk itu, agar mahar yang telah ditentukan dan disepakati
tidak keluar dari prinsip kesederhanaan, maka kedua pihak perlu
mempertimbankan hal-hal sebagai berikut:

a. Pentingnya syariat pernikahan

b. Nilai kemanfaatan mahar dalam membangun rumah tangga

c. Kebutuhan perempuan terhadap ekonomi semakin meningkat

d. Tradisi/adat pernikahan

Perkembangan dan tingkat kebutuhan ekonomi masyarakat Indonesia

menjadi salah satu aspek yang harus dipertimbangkan dalam menentukan

mahar. Perkemangan praktek mahar yang berlaku di masing-masing daerah di

Indonesia semestinya berbanding lurus dengan perkemangan ekonomi dan

tingkat kebutuhan masyarakat. Tetapi kenyataan yang terjadi di masyarkat,

terdapat praktek mahar dengan kadar dibawah standar kelayakan publik.

110



Untuk itu, hasil analisis terhadap ayat a-Qur’an dengan mempertimbangkan
konteks peneliti, langkah antisipatif yang ditawarkan untuk melindungi hak
mahar prempuan adalah menentukan batas minimal mahar dengan tetap
mempertimbangkan kemampuan laki-laki, peran perempuan, tingkat
kebutuhan ekonomi masyarakat masing-masing daerah. Penentuan kadar
minimal mahar dewasa ini telah banyak dilakukan di sebagian negara-negara

berpenduduk Islam.
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BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan
Setelah peneliti menjelaskan, menguraikan serta menganalisis ayat al-

Qur'an tentang kesederhanaan mahar, maka dapat disimpulkan bahwa:

1. Kesederhanaan mahar dalam QS. Annisa’ ayat 4 dan 20 adalah dilihat
dari dua aspek: pertama, pentingnya syariat pernikahan. Mahar dianggap
sederhana bilamana tidak menyulitkan pihak laki-laki sehingga
pernikahan dapat dilaksanakan. Kedua, peran perempuan dalam
membangun keluarga dan tatanan sosial masyarakat. Ketentuan syariat
dalam menetapkan mahar bertujuan untuk menghormati serta
memberikan peluang bagi perempuan untuk ikut andil dalam
membangun keluarga dan tatanan sosial masyarakat. Dilihat dari aspek
kedua ini, maka makna kesederhanaan mahar harus sesuai dengan tujuan
pensyariatan mahar untuk menghormati dan mendukung peran
perempuan.

2. Makna kesederhanan mahar perspektif hermeneutika otoritatif Khaled M.
Abou EIl Fadl tidak hanya terkait dengan kadar/nilai mahar, bentuk/jenis
mahar juga dapat menentukan sederhana atau tidaknya mahar. Karena

itu, ada empat aspek penting yang perlu dijadikan pertimbangan dalam
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menuntukan mahar agar dapat dikatakan memenuhi nilai kesederhanaan.
Keempat aspek tersebut adalah sebagai berikut:

a. Pentingnya syariat pernikahan

b. Nilai kemanfaatan mahar

c. Kebutuhan perempuan terhadap ekonomi semakin meningkat

d. Tradisi/adat pernikahan

B. Refleksi Teoretik

Penelitian ini menjelaskan bahwa kesederhanaan mahar dalam ayat al-
Qur'an erat kaitannya dengan kadar dan bentuk/jenis mahar. Seperti yang
disebutkan dalam surah Annisa' ayat 4, bahwa mahar dikatakan sederhana
jika mampu menumbuhkan rasa suka-rela pada suami dan istri. Suka-rela
seorang suami akan tumbuh manakala mahar masih dalam batas
kemampuannya. Tetapi bagi seorang istri, mahar dengan kadar tinggi tentu
membuatnya suka/senang menerimanya. Namun bilamana kemampuan suami
terbatas pada kadar mahar sederhana, istri harus rela menerima permberian
tersebut.

Temuan dalam penelitian ini selain memperkuat makna kesederhanaan
mahar perspektif tafsir, juga memperluas pemahaman tentang kesederhanaan
mahar dalam al-Qur'an serta dalam praktek pernikahan yang berkembang di
Indonesia. Makna kesederhanan mahar dalam al-Qur'an bukan persoalan
sedikit banyaknya kadar mahar, karena al-Qur'an tidak pernah melarang

praktek mahar kadar tinggi, pun tidak membatasi standar minimal kadar
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mahar. Kesederhanaan mahar dalam al-Qur'an dilihat dari sifat mabhar.
Apakah mahar tersebut menyulitkan pihak laki-laki sehingga tidak dapat
melakukan pernikahan, atau mendukung dan memudahkan proses
terlaksananya pernikahan.

Kaitannya dengan asas kesederhanaan mahar, hermeneutika otoritatif
Khaled M. Aboe El Fadl digunakan sebagai pisau analisis ayat al-Qur'an
tentang kesederhanaan mahar. Temuan penelitian ini memberikan gambaran
bahwa kesederhanan mahar dapat ditinjau dari dua aspek, kadar dan
bentuk/jenis mahar. Selain itu, agar prinsip kesederhanaan mahar dapat
dicapai, maka dalam penelitian ini  menekankan  pentingnya
mempertimbangkan; (a)pentingnya syariat pernikahan, (b)peran perempuan
dalam keluarga dan sosial masyarakat, (c)Perkembangan dan tingkat
kebutuhan ekonomi masyarakat Indonesia, (d) Tradisi/adat pernikahan. Selain,
empat hal di atas, penelitian ini juga menekankan pentingnya menetapkan
standar minimal mahar sebagai upaya melindungi hak perempuan dan

terjadinya praktek mahar dibahwah standar kelayakan publik.

C. Saran
1. Melihat perkembangan dan tingkat kebutuhan ekonomi masyarakat
Indonesia, perlu kiranya untuk menetapkan standar minimal mahar. Hal
ini dilakukan untuk melindungi hak mahar prempuan, dan terjadinya
praktek mahar dibawah standar kepantasan publik. Tetapi dalam proses

menetapkan standar minimal ini tidak boleh terlepas dari pertimbangan
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terhadap kemampuan laki-laki, peran perempuan, tingkat kebutuhan
ekonomi masyarakat masing-masing daerah. Penentuan kadar minimal
mahar dewasa ini telah banyak dilakukan di sebagian negara-negara
berpenduduk Islam.

Hendaknya penelitian ini dijadikan sebagai bahan pertimbangan
pemerintah daerah maupun pusat dan semua pihak yang terlibat dalam
perumusan dan menetapkan suatu kebijakan khususnya terkait dengan
asas kesederhanaan mahar yang berlaku dilokalitas muslim Indonesia.
Hal ini perlu dilakukan untuk memberikan perlindungan kepada hak-hak
perempuan dan sebagai langkah antisipasi terjadinya praktek mahar yang
tidak mencerminkan suatu penghargaan dan pernghormatan terhadap
martabat dan peran perempuan dalam rumah tangga maupun di ranah
sosial masyarakat.

Semoga penelitian ini dapat memberikan dan menambah wawasan baru
untuk mengembangkan pengetahuan khususnya di bidang Hukum
Keluarga Islam terkait dengan konsep kesederhanaan mahar, serta dapat
menjadi acuan dalam memahami konsep kesederhanaan mahar yang
terdapat dalam Pasal 31 Kompilasi Hukum Islam (KHI), sehingga tidak

disalah artikan dalam memaknainya.
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